
BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR         : 500.12.12/Kep.   369    -Diskominfo/2025

LAMPIRAN    :  1  (Satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIRAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang          :   a.       bahwa untuk menjamin texpenuhinya hak masyarakat
dalam memperoleh  informasi publik yang cepat,  tepat
waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah
Kabupaten  Cirebon  wajib  menyediakan  dan  melayani
permohonan informasi publik;

b.       bahwa  dalam  rangka  kelancaran  pelayanan  kepada
masyarakat yang terkait dengan permohonan Informasi
Publik   maka   dipandang   perlu   untuk   menetapkan
pedoman    bagi    Pejabat    Pengelola    lnformasi    dan
Dokumentasi   untuk   memberikan   layanan   Informasi
yang Dikecualikan di linglamgan Pemerintah Kabupaten
Cirebon kepada masyarakat;

C. bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud dalam humf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Informasi
yang     Dikecualikan     di     Lingkungan     Pemerintah
Kabupaten Cirebon ;

Mengingat              :    1.        Undang-Undang    Nomor    14    Tahun    2QO8    tentang
Keterbukaan'   Informasi    Publik    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang
Pemerintahan   Daeral   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana
telah     beberapa     kali     diubah,     terakhir     dengan
Undang-Undan.g    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Pe ne tapan        Pe raturan        Pe merintah        Pe ngganti
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta
Keria    menjadi    Undang-Undang    (Lembaran    Negara



3.

4.

Repumk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

Undang-Undang   Nomor    107   Tahun   2024   tentang
Kabupaten  Cirebon di Provinsi Jawa Barat (I.embaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Noinor  293,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 7044);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 61  Tahun  2010  tentang
Pelaksanaari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008
tentang    Keterbukaan    Informasi    Publik    (Lembaran
Negara  `Republik-  Indonesia  Tahun   2010   Nomor  99,
Tambahan`   Lelri-baran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5149j;

5.       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelplaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan    Pemerintah    Daerah    (Berita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2010  Nomor 245)  sebagaimana telah
diubah    dengan    Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri
Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Pelayanan lnformasi dan DQkumentasi di Lingkungan
Dalam Neg`eri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2017 Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
Negara kequblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

7.        Peraturan   Komisi   Informasi   Nomor   1   Tahun   2018
tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

8.       Peraturan     Komisi     Informasi     Republik     Indonesia
Nomor    1    Tahun    2021    tentang   Standar  `Layanan
Informasi  Publik   @erita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun   2021   Nomor   741,   Tambahan   Berita   Negara

/

Republik Indonesia Nomor 37);
\

9.       Peraturan    Daerah    Kabupaten    Cirebon    Nomor    14
Tahun   2011   tentang   Keterbukaan  '`Informasi`  Publik
(Lembaran  f\Daerah   Kabupaten   Cirebon  Tahun , 2011.
Nomor  14);                                       r

10.     Peraturan   BURati   Cirebon   Nomor   132   Tahun   2015
tentang   `Tata  ^ Kerja    Pejabat   -Pengelola    lnformasi
dan Dokunentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebori (Berita DaeraL Kabupaten Cirebon Tahun 2015
Nomor  132).

Memperhatikan   :   Hasil   Uji   Konsekuensi   terhadap   Daftar   Informasi   yang
Dikecualikan  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon
pada tanggal 4 Desember 2025.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KFTIGA

Daftar    Informasi    yang    Dikecualikan    di    Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan daftar sebagalmana
tercantum dalam Larnpiran yang merupakan  bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

:   Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagalmana dimaksud
pada  Diktum  KESATU  dijadikan  sebagai  pedoman  dalam
pelayanan informasi pubHk di Kabupaten Cirebon.

:   Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku,  Keputusan
Bupati     Cirebon    Nomor    487/Kep.850-Diskominfo/2017
tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

KEEMPAT             :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal    31  Desember  2'J25

BUPATI CIREBON,

Tembusan:
1.   Yth. Gubernur Jawa Barat;
2.   Yth. Ketua DPRD Kdbupaten Cirebon;
3.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN  KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR                       :  500.12.12/Kep.  369     -Diskominfo/2025
TANGGAL                     :  31   Desern-oer.  2025
LAMPIRAN                 :  PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREB0N

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Cirebon telah dilakukan Pengu:jian Konsekuensi
terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No ESSENSI INroRRAsl DASAR HUKUM
KONSEKUENSE/ PERTIMBANGAN BAGIPUBLIK

JANGKA WAKTU
INFORRA PENGECUALIAV (berisi uraian

SI INFO-SI konsekuensi/pertimbangannya)
AKIBAT 8114AINFORMASIDIBUKA nrfuFAIT BILA[NroRmslDITUTUP

A. Informasi yang Dapat Menghambat Proses Peneghan Hufum
1. Pengaduan Pengaduan Masyarakat : -     Undang-Undang Nomor 14 -Penyalahgunaan oleh pihak -    Menjamin    kerahasiaen -    Tidak  terbatas,  kecuali  dengan

Tahun      2008      tentang yang tidck berhck. dan                  ke amanan fujuan    tertenfu    dengan    ijin
a.     indentitas   pelapor   dan   isi   laporan Keterbukaan        lnformasi -    Masyarakat                enggan pengnduan; Bupati;

dugaan   tindak  korupsi/penerimaan Publik, Pasal 17 huruf a; melaporkan  dugaan  tindak -     Masyarakat   tidak   ragu -    Atas         persetujuan         yang
gratifikasi      dan      penyalahgunaan -    Permenpan       Nomor       : korupsi                             dan melap orhan         dugaari bersan8kutan    sampai    proses
wewenang     yang     dilakukan     oleh PER/04/M.PAN/03/2008 penyalahgunann wewenang, tindak      korupsi      dan pengaduan selesai.
pegawal;b.Dokumen pengaduan ma8yarakat;c.Identitaspengadu/pelaporpada tentang  Kode  Etflc  Aparut sehingga          menghanbat penyalchgunaan

Pengawasan               Intern tereiptanya  Wilayah  Bebas wewenang,         sehingga
Pemerintch                  t/ KOFTpsi  (WBK)  dan Wilayah mendorong    terciptanya

-     Permenpan     Nomor      10 Birokrasi        Bersih        dan WBK dan WBBM;
Tahun       2016       tentang Melayani OvBBM) ; -    Menjanin    kerahasiasn

aduan    Lapor   Kabupaten    Cirebon, Pencabutan        Peraturan -    Masyarakat/pegawai dan keamanan korban;
media sosial Jnsfcigmam dan Facebook Menteri                      Negara enggan                melaporhan
qrotak   ma8uk),   identitas   pemohon Pendayagunaan   Aparatur pelanggaran      kode      etik
infomasi   publik   dan    Ca!7   Ce7Ifer Negara                        Nomor profesi,     disiplin     pegawai
Diskominfo  serta  Perangkat  Daerah PER/05/M.PAN/03/2008 maupun                  tindakan
Kabupaten Cirebon; tentang     Standar     Audit Delangfaran hukum;

CRE                                                                                                                                                                                                                                  E!



d.     Data identitas  pengadu  atau  pelapor
Aparat Pengawasan InternPemerintah; -    Dapat  mengganggu   prosespenangananaduandan

pengaduan sengketa lingkungan; -    Undang-Undang Nomor 11Tahun2008dirubah mengurangi          partisipasimaayarakatdalam

e.     Penerimaan                          pengaduan terakhir      kali      dengan pengawasan
pendampingan  korban  yang  melapor Undang-Undang  Nomor  1 penyelenggaraan
melalui P2TP2A. Tahun      2024      tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransaksiElektronikPasal26ayat(1);-PeraturanBupatiCirebonNomor73Tahun2016tentangFungsi,'nigasPokokdanTataKer].aDinasPengendalianPenduduk,KeluargaBerencana,PemberdayaanPerempuandanPerlindunganAmak;-PeraturanDaerahKabupatenCirebonNomor14Tahun2011tentangKeterbukaanlnformasiFublik. pemerintch;-Dikhawatirkan           adanyapemanfaatan/penyalahgunaaninformasiolehpihakyangtidakbertanggungjawabterkaitdatakorban;

2. Penegakan a.     Identitas para pihak yang bersen8keta; -    Undang-Undang Nomor 14 -   Dapat   menghambat   pro8es -     Melindungi           rahasia -    Pemanen;
Hukum b.     Dckumen   penyelesalan   perselisihan Tahun      2008      tentang penyele salari perselisihan; musing-masing       pihak -    Sampal  8elesainya  persdisihan

hubungan industrial; Keterbukaan       lnformasi -   Aden                  menghambat yang berselisih; hubungan indu strial.
Publik, Pasal 17 huruf a, c penyele 8aian       perselisihan -     Menjaga               rahasia
dan h; hubungan               indu strial peru 8chaan                dan

-     Undang-Undang Nomor 13 (munculnya    pihak    ketiga menciptokan
Tahun      2003      tentang yang  tidak  berkepentingan), ketenangan beru saha;
Ketenagckeljaan; serta  menjadi  bahan  acuan -     Menjaga         persamgrn

-    Undang-Undang  Nomor  2tchun2004tentangPenyele8aianHubunganIndustrial;-PeraturanPemerintahNomor61Tchun2010tentangPelak8anaanUndang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanlnforma8iPublik. selanjutnya. uscha tidck 8ehat;-Memastikanprosespenyslesalandilaksanakanolehpacapihakyangberselisih.



c.     Alat bukti kasus; -    Undang-Undang Nomor 18 Apabifra  dibuka  dan  diberikan -     Menjaga kerahasiaan; Selama masih dibutuhkan.
Tahun      2003      tentang dapat     menghambat     proses -     Mengamankan     bar.ang
Advokat;-Undang-Undang Nomor 14Tahun2008tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufa;•Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat3hurufd;-KUHApdt(Kit&bUndang-UndangHukumAcaraPerdata);-KUHAP(KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana). penegakan hurfum. bukti.

d.     Dokumen penanganan perkara; -     Undang-Undang Nomor 18 Apabila  dibuka  dan  diberikan -     Menjaga kerahasiaan; Selama masih dibutuhkan.
Tahun      2003      tentang dapat     menghambat     pro8es -     Menganankan     barang
Advokat;-Undang-Undang Nomor 14Tahun2008tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pa§al17hurufa;-Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat(3)hurufd;-KUHApdt(REtabUndang-UndangHukumAcaraPerdata);-KUHAP(KitabUndang-UndangHukumAcaraPidana'. penegrfu hukum. bukti'

e.      Opini Hukum (Legczz cpz'"`orL); -     Undang-Undang Nomor 18 Apabi8a  dibuka  dan  diberikan M enj aga             kerahasiaari Selama masih dibutuhkan.
f.      Surat/Memo/Catatan internal Tahun      2003      tentang dapat     menghambat     proses produk hukum.

mengenai proses penyele8alan kasus Advokat; penegckan hukun.
yang belum final; -     Undang-Undang Nomor 14

9.     Kasus hukum yang masih dalam Tahun      2008      tentang
Proses; Keterbukaan        lnformasiPublik,Pasal17hurufd;-Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat(3)hurufd;-KeputusanJaksraAgungNomorKep-2;25IA/JA.I3I2!Off3



tentang       Tugas        danWewenangJaksaPengacanNegara.

h.    Arsip/dokumen   naskah   dinas   yang -     Undang-Undang Nomor 14 Apabila  dibuka  dan  diberikan Melindungi        kerahasiaari Selama masih dibutuhkan.
klasifikasinya      dinyatakan      sangat Tahun       2008      tentang dapat     menghambat     proses arsip/dckumen hukum.
rahasia,        terbatas,        berdasarkan Keterbukaan       Informasi penegakan hukum.
peraturan  perundang-undangan  yang Publik, Pasal 17 bumf a;
terkalt dan aturan pelaksanaannya; -    Undang-Undang Nomor 43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat(3)hurufd.

-     Undang-Undang Nomor 14 Tidak      boleh      diungkapkan -    Menjaga        indepedensi Selama masih dibutuhkan.
Tahun      2 008      tentang berdasarkan     undang-undang dan obyektifitas;
Keterbukaan       Informasi dan     peraturan     perundang- -    Melindungi  kerahasiaan
Publik, Pasal 17 hurufj;-Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat(3)hurufd. undangm. arsip/dokumennegara,

i.      Informasi    yang    berkaitan    dengan -     Undang-Undang Nomor 14 Berisiko                             apabila Menj aga kerahasiaan Selama masih dibutuhkan.
rahasia jabatan , temasuk di dalamnya Tahun      2008      tentang disalahgunahan    oleh    pihak
dokumen analisis jabatan; Keterbukaan       InformasiPublik,Pasal17humfh;-Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat(3)hurufd. yang tidak bertanggung jawab.

j.      Dokumen  8trategi  penanganan  kasus Undang-Undang    Nomor    14 Berisiko                             apabila Akan   menjaga   keamanam Informasi ini hanya boleh diberikan
perundungan     atau     kekerasan    di Tahun         2008         tentang disalahgunakan     oleh     pihak berkaltan                   dengan kepada   in8tan8i  yang  berwenang
sekolah   yang   masih   dalam   tahap Keterbukaan             lnformasi yang tidak bertanggung jawab. persalngan     usaha     tidak dan kepada pihak yang benar-benar
investigasi. Publik. sehat ada    kepentingan    khusus,    danmengajukanlangsungkepadaPPIDDinasPendidikan.

3. Penegakan a.     iJadwal/agenda penegakan perda Undang-Undang    Nomor    14 -    Dapat  menghambat  proses Menjaga indepedensi proses Sampai  dengan  8elesdinya  prcrses
Peraturan Tahun         2 0 08         tentang pencgakan Perda; penegakan Perda. penegckan Perda.
Daerali (Perda) Keterbukaari             InformasiPublik,Pasal17humfadanI. -    Menyebabkan         bocomyainfoma§irencanapenegakanPerda;-Membahayakanpetugas.

b.     Identitas para pelanggar Undang-Undang    Nomor    14 -    Bexpotensi             teljadinya Membanfu           kelancarari Permanen.
Tahun         2008         tentangKeterbukaaliInfomasi pemerasan     oleh     oknumkepadapelanggarPerda; proses penegakan hukum.



Publik,  Pasal  17 hunif a dani. -    Menghambat               prosespenegakanPerda;-BerpotensimelanggarHakAsasiManusiadaripelan88ar.

c.     Informasi  perkara  pelanggaran  Perda Undang-Undang    Nomor    14 -    Menghambat               proses Mempel`lancar             prose a Sampal  dengan  selesainya  prctses
yang sedang ditangani PPNS Tahun         2008         tentang penegckan hukum; penegakan     hukum     dan penanganan.

Keterbukaari             lnformasi -    Menghambat      kesuksesan penyu sunan          kebij akan
Publik, Pasal  17 hunlf a dan pro se B                 penyu sunan (Perkara        akan        dapat
i. kebijakan. disele sdikan            menurutketentuanhukumyarigberlarfu).

8. Informasi yang Dapat MengganggtL Kepentingan Perlindungan HAKI dan Persoingan Usaha Tid&k Sehat

4. Perlindungan Inovasi yang dilindungi Hak Alas Undang-Undang    Nomor    14 Menggangu             kepentingan Melindungi             kekayaeri Sampai  inovasi  tersebut  menjadi
Hck Atas Kekayaan lntelektual (HART) Tchun         2 008         tentang perlindungan              kekayaan intelektual. informasi yang bisa dipublikasikan.
KekayaanIntelektual(HAKI) Keterbukaan             lnfom]asiPublik,Pasal17hurufb. intelehaal.

5. Pelaku Usaha a.   Struktur skala upah peruchaan; -     Undang-Undang Nomor 14 -    Membawa informasi rahasia -     Menjaga       kerahasiaen -     Tidck terbatas;
b.    Data prgivat perusahaan; Tahun      2008      tentang perm8ahaan; peruschun; -    Informasi     ini     hanya     boleh

-NIK Keterbukaan       lnformasi -    Dapat              menimbulkan -     Men].aga    iklim    usaha diberikan kepada instansi yang
-       NomorTelepon Publik, Pasal 17 humf b; persaingan     usaha     yang indu8tri agar kondusif; berwenang.
-       Email -     Undang-Undang Nomor 30 tidck sehat; -     Melindungi    persaingrn

c.    Rincian nilai produksi dan pemasaran Tahun      2000      tentang -    Untuk                menghindari usaha yang tidak sehat;
pe"schaan; Rahasia Dagang ; penyalahgunann data; -     Menciptakan   hubungem

d.   Data peraturan peruschaan dan -    Peraturan         Pemerintah -     Mengganggu      kondusifitas ken.a    yang    harmonis,
peljanjian ken.a bersama. Nomor    61    Tahi:in    2010 hubungan             indu strial, dinanis                     dan

tentang           Pefaksanaan kecuali    untuk    keperluan berkendilan ,             serta
Undang-Undang Nomor 14 pelaporan                  instansi menjadikan
Tahun      2008      tentang pemerintah     dan     proses kelangsungan  berusaha
Keterbukaan        lnformasiPublik;-Undang-UndangNomor13Tahun2003tentangKetenagakeriaan. penegakan huha;-Akanmenjadi   konflikkepentinganantarapekeq.adanburuhdalamsuatuperusahaan,sertamenimbulkanhubungankerjayangtidakkondusif. dan ketenangan bekeria.

6. Perijinan Dokumen rekomendasi perijinan -     Undang-Undang Nomor 14 Dapat     menghambat     proses Menjaga   indepedensi    deLn -    Selana        dokumen        masih
Tahun      2008      tentang penerbitan rekomendasi iiin. obyektivitas                 prose a berlaku;



Keterbukaan       lnfomiasi penerbitan        rekomendasi -     Inforlnasi     ini     hanya     boleh
Publik,  Pasal  17  huruf bdanh;-PeraturanBupatiCirebonNomor115Tchun2022tentangPendelegasianKewenariganPerizinanBerusahaBerbasisRisikodanNonperizinankepadaKepalaDinesPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintuKabupatenCirebon. ijin. diberikan kepada instansi yangberwenang.

Persyalatan p ermohonan rekomendasi Peraturan                     Menteri Data            pribadi            akan Data   pribadi   akan   amzm Selananya.
(informasi mengenai data pribadi seperti Komunikasi  dan  Informatika disalahgunalcan. kerahasinannya  dan   tidak
KTP) Nomor     20     Tahun     2016tentangPerlindunganDataPribadi. disalchqunakan.

1.     Dokumen perizinan Undang-Undang   Nomor    14 Data    pribadi    dikemudiari -     Data  pribadi  yang  ada -     Informasi     ini     hanya     boleh
2.     Data pribadi perusahaan: Tahun         2 008         tentang hard              bisa              saj a akan  aman  dan  privet diberikan kepada instandi yang

-NIX Keterbukaan            lnformasi disalahgunakan              oleh kerchasiaannya; berwenang   atop   pihak   yang
-       NomorTelepon PubEL. kelompok tertentu ; -     Menjaga kerahasiaan. benar-benar   ada   kepentingan
-       Emafl Beresiko                      apabiladisalahgunakanolehapihakyangtidakbertanggungjawab. khusus,      serta      mengajukanlangsungkePPID.

Dokumen pengajuari ijin usaha -    Undang-Undang Nomor 43 Mengungkapkan   data   pribadi Merijaga   privasi  pemegang Sampal dikeluarkannya ijin uscha,
Tahun       2 009       tentangKearsipanPasal17;-Undang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanInformasiPublikhurufbdanj. pemegrg ijin uscha. ijin usaha, selama ijin masin dipergunakan.

C. Informasi yang Dapat Membahayal=an Pertahanan dan Keamanap Negara

7. Data dan Data materiil sandi -     Undang-Undarlg Nomor 14 Membahayakari       pertahalian Menjaga   perfahanan   dan 30   tahun/selana   ]`an8ka   waktu
InformasiPersandian Tahun       2 008       tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufbdanc;-PerkaLembagaSandiNegaraNomor9Tahun2009tentangPedoman dan keamanan negara. keamanan negan. yang ditetapkan.



Penyu sunan           StandarOperasionaldanHosedurdiI.embagaSandiNegara;-PERKINomor1Tahun2017tentangPengklasifikasianInfomasiPublik;-PerkaLembagaSandiNegaraNomor7Tahun2013tentangPedomanPembinaariMateriilSandidiln8tansiPemerintah.

Data alat pendukung utana persandian -     Undang-Undang Nomor 14 Membahayakan       pertahanan Menjaga   pertahanan    dan 30   tahun/selama  jangka   waktu
Tahun       2008       tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufc;-PerkaLembagrSandiNegaraNomor19Tahun2015tentangAlatPendukungUtanaPersandian;-PERKINomor1Tahun2017tentangPengkfasifihasianInformasiFnblik;-PerhaLembagaSandiNegaraNomor-7Tahun2013tentangPedomanPembinaanMateriilSandidilnstansiPemerintah. dan keamanari negara. keananan negara. yang ditetapkan.

Spesifikasi sarana komunikasi sandi Undang-Undang Nomor 14 Penyalahgunaan    oleh    pihak Melindungi keamanan jalur 30   tahun/selama  jangka   waktu
Tchun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pasal17huruf canrfu6. tertenfu. komunikasi               bersifatterbatas/khusus. yang ditetapkan.

Kunci sistem sandi Undang-Undang Nomor 14 Penyalahgunaan    oleh    pihak Melindungi keamarran jalur 30   tahun/selama  jangka   waktu
Tchun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pasal17huruf cac8ka6. tertenfu. komunikasi               bersifatterbatas/khusus. yang ditetapkan.



Penempatan jaringan peralatan sandi dan Undang-Undang Nomor 14 Penyalahgunaari    oleh    pihak Melindungi keamanan jalur 30   tchun/selana  jan8ka   waktu
tempat kegiatan sandi Tchun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pasal17huruf cangka6. terten.fu. komunikasi               bersifatterbatas/khusus. yang ditetapkan.

Perangkat khusus persandiari Undang-Undang Nomor 14 Penyalahgunaari    oleh    pihak Melindungi keamanan jalur 30   tahun/selama  jan8ka   waktu
Tchun 2008 tentangKeterbLckaanInformasiPublik,Pasal17huruf cangka6. tertenfu. komunikasi               bersifatterbatas/khusus. yang ditetapkan.

8. Teknolori Akses akun media sosial pemerintah -     Undang-Undang Nomor 14 Penerobo8an/penyalahgunaan Menjaga    dan    melindungi 30   tahun/selama   jangka   waktu
Informatika Kabupaten Cirebon Tahun       2008      tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pasal17huruf].;-Undang-UndangNomorllTahun2008dirubahterakhirka]idenganUndang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransaksiElektronck. hak akses oleh pihak laln. hak ckses. yang ditetapkan.

Daftar nana individu/pribadi -     Undang-Undang Nomor 14 Dapat    mendorong    serangan Menj aga               kelancaran Tidak terbatas, kecua]i sampal ada
administrator (admin) media sosial Tahun      2008      tentang kepada            individu -individu pelaksanaan    tugas    pare ijin dari pribadi yang bersangkutan.

Keterbukaan       lnforma8iPublik,Pasal6ayat3hurufc;-Undang-UndangNomorl4Tahun2008tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hunrfh. petugas admin media sosial. admin secara profesional.

a.   Kode akses elektronik aplikasi -     Undang-Undang Nomor 14 -Penyalahgunaan oleh pihak -    Menjaga keananan data Selana kode masih digunakan,
b.   Sistem keamanan informasi Bandwidth Tahun      2008      tentang lain; yang bersifat rahasia;

Management Keterbukaan        Informasi -Penyalahgunaan oleh pihalc -     Menjaga           keamanem
Publik, Pasal 17 hurufb, c, lain            yang            dapat database    dan    terjaga
i dan j; menimbulkan            poten si dari potensi kerugian;

-     Undang-Undang Nomor 11 kerugian                   inve 8tasi -     Mengatur        kestabilan
Tahun      2008      dinlbchtera]chirkalidenganUndang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaata8Undang-UndangNomor11 kepentinganmum/menigikankepentingannegara;-Penyalahgunaankapasitasbandwidthdiluarketentuan; penggunaan bandwidth.



Tahun      2008      tentangInfomasidanTransaksiElektronikPasal1an8ha6. -    Mengganggu      kepentinganperlindungankekayaanintelekfual.

Internet Protocol/IP Address -     Undang-Undang Nomor 14 -    Dapat                 mengganggu -     Meliridungi     halc     atas Selama masih digunakan/ berlaku.
Tahun      2008      tentang perlindungan     Hak     Atas kekayaan intelektual;
Keterbukaan       lnformasi Kekayaan lntelektual (HAKI) -     Menjaga         keamanan,
Pub]ik, Pasal 17 huruf c, i, dan data pribadi; kese]amatan,     kel.ugian
danj; -    Merugikan           keamanan, negara  dan  disintegradi

-     Undang-Undang Nomor 11 keselamatan ,           kerugiari ban8sO;
Tchun      2008      dirubch negara     dan     disintegrasi -     Menja.ga dan melindungi
terakhir      kali      denganUndang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransak§iBle]dronikPa8al30. bang8a;-Penerobosan/penyalahgunaanhakaksesolehpihaklain. hak ckses.

Jalur Komunikasi VVIP Undang-Undang Nomor 14 Dapat                membahayakan Melindungi pertahanan dari Selama.               pengun8kapannya
Tchun 2008 tentangKeterbukaaninformaalFtrblik,Pasal17huruf cangka6. pertchanan    dan    keamarianne8ara. keananan negara. membahayahan keamanan negara.

a.     Data perangkat jaringan dan server; -     Undang-Undang Nomor 14 -    Merugikan           keamanan, -    Menjaga         keamanan, 3 0          tahun/ selama          masih
b.     Data topologijaringan; Tahun      2008      tentang keselanatan ,          kemgian keselamatan,     kerugiein digunakan.
c.     Data sistem keananan jaringan; Keterbukaan       infomasi negara     dan     disintegrasi negaJra  dan  disintegra8i
d.     Source code aplikasi; Publik, Pasal 17 huruf c, i, bangsa; bangBa;
e.     Data dokumen desain sistem aplikasi; danJ; -    Informa8i  yang  tidak  boleh -     Mas}..arakat               tidak
f.      Data  frekuensi  pada  setiap  sz.fe yang -     Undang-UndangNomor 11 diungkapkan    berdasarhan mengetahui  kode  akses,

dimanfantkan; Tchun      2 008      dirubch UU; sehingga          keamangLn
9.     Database aplikasi sistem infomasi; terakhir      kali      dengan -    Mengahibatkan sistem IT teljaga.
h.     Lokasi server; Undang-Undang  Nomor  1 penyalahgunaari oleh pinak -     Melindungi                  dein
i.      Sistem keamanan elektronik; Tahun      2024      tentang lain; menganarha
I..      Sistem manajemen database; Perubahan    Kedua    atas -     Keanianan distem; perangkat 8erta data;
k.     Infrastrulrfur data center; Undang-Undang Nomor I 1 -    Berpoten8i      menimbulkan -     Menjaga           keamanam
1.      Manajemen server dan os. Tahun       2008      tentangInformasidanTransaksiElektronikPasal16,Pasal25,Pasal30 tindak  kriminal  perusakandanpencuriandata. database.

User mane dan passouord aplikasi internal Undang-Undang Nomor 36 Penyalchgunaan    oleh    pihak Menjaga    keamanan    data Selama masih digunahan.
perangkat daerch Tchun 199 tentangTelekomunikasiPasal 22. yang tidak bertanggung jawab. dan         infomasi        yangtersimpandalamsetiapaplikasi.



Irogin  Administrator  Website/Kode  Akses Undang-Undang    Nomor    11 Penyalahgunaari    oleh    pihak Menjaga    keamanan    kode 30 tahun.
Elektronik Tahun 2008 dinibah terakhirkalidenganUndang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInforlnasidanTransaksiElektronik. lain. akses elektronjk.

Informasi ztsemame dan passu/o7ic! Aplikasi Undang-Undang    Nomor    11 Ten.adi              penyalahgunann Menghindari Permanen.
SIAP,   AUTP,   untuk   mendaftarkan   dan Tahun 2008 dirubah terakhir aplikasi dan database. penyalchgun-.
melaporkan kaljm AUTP kali  dengan  Undang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformadidanTransaksiElektronik.

9. Konflik Sosrfu Data potensi dan penanganan konflik sosial -    Undang-Undang Nomor 14 -    Dapat    merusak    sumber- -     Menjaga oumber-Cumber Permanen.
ma8yarakat Tahun      2008      tentang sumber        dan        metode dan metode intelejen;

Keterbukaan       lnformasi intelejen; -    Dapat     membahayahan
Publik, Pasal 17 huruf c;-Undang-UndangNomor 3Taliun2002tentangPertahananNegara. -    Dapat           membahayakankeanaLnannegara. keananan negara

D. Informasi yang Dapat MengunglraplEan Data Pribadi dan Wasiat Seseoran8

10. Data dan a.     Database kependudukan; -     Undang-Undang Nomor 14 Dapat       mengungkap       data Melindungi    data    rahasia -     Permanen;
Dokunentasi b.     Datapencari kerja (AK II); Tahun      2008      tentang raha8ia          pribadi          yang pribadi  yang  ber8an8loutan -     Menda.pat      ijin      dari      yang
Kependuduka c.     Data pribadi transmigran; Keterbukaan       lnformasi bersangkutan disalchgu nakan , dan institusi. bersangkutan;
n d.     Datapribadi siswa; Publik, Pasal 17 huruf c; -Dikecualikan untuk  Beterusnya

e.     Data    penghuhi    dan    pemanfaatan -      PERMENDIKBUD     Nomor (kecuali          atas          putusan
susun sewa; 79   Tahun   2015   tentang pengadilan)

f.      Data pribadi pelaku usaha; Data   Pokok   Pendidikan,
9.     Data debitur dana bergulir; Pasal   12   ayat   I   point  f
h.     Data pribadi pemohon ijin; (memastikan      komitmen
i.      Data penyandang gizi buruk; institusi    lain    pengguna
j.      DAPODIK (Data pokok Pendidik) da.ta  dalam  ikut  menjagakeraha8iaandatapendidikan),danPasal17ayat1berbunyi:setiapunit,institusidanataupihaklainyangdiberihakaksespenggunaanDapodikwaLiibmen].aga



kerahasiaan                 dankeananandata.

11. Data Pribadi Identitas     eks     tahanan     politik     dan Undang-Undang    Nomor    14 Dapat       mengungkap       data. Melindungi    data    rahasia Permanen.
narapidana politik Tahun         2008         tentangKeterbukaarilnformsiPublik,Pasal17hurufh. rahasia          prib adi          yangbersangkutan. pribadi yang bersangkutan.

Nana    dan    alamat    data    penyandang -     Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap data pribadi yang Melindungi     dari      stigma Kecuali   ada   perlnintaan   khusus
masalah  kesejahteran  sosial  yang  ada  di Tahun      2008      tentang bersifat rchadia, negatif dan diskriminasi. toenelitian, penegakan hukum).
masyarakat Keterbukaan        lnformasiPublik,Pasal17hurufh;-Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHakAsasiManusia;-Undang-UndangNomor13Tahun2011tentangPenangananFaldrMiskin;-PermensosNomor8Tahun2012tentangPedomanPendatadanPengelolaanD&taPMKSdanPSKS,Pasal17ayat2.

Data   pribadi   penderita   HIT/AIDS   dan -     Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap data pribndi yang Melindungi     data     pribedi Apabila     mepdapat     persetujuan
penyakit parrde"'c (nana dan alamat) Tahun      2008      tentang bersifat rfuasia. pasien        yang        bersifat yang           bepsangkutan           dan

Keterbukaan        lnformasiPublik,Pasal17hurufh;-Undang-UndangNomor39Tahun1999tentangHakAsa§iManusia;-Undang-UndangNomor36tentangKesehatan;-Permenso8Nomor8Tahun2012tentangPedomanPendatadanPengelolaanDataPMKSdanPSKS,Pasal17ayat2. rahagia. kepentingan thusus.

Data       identitas       korb an       kekerasan -     Undang-Undang Nomor 14 Rcharia pribadi individu. Melindungi korban. Dikecualikan    untuk    seterusnya
perempuan dan anck Tahun      2008      tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufh;-Undang-UndangNomor23Tahun2004tentangPenghapusanKekerasanDalamRumahTangga;-PeraturanDaerahKabupatenCirebonNomor (kecuali    atas7   permintaan    pihakberwajib/hukum).



1    Tahun    2018    tentangPerlindungan,PemberdayaariPerempuandanAnck;-PeraturariBupatiCirebonNomor55Tahtin2009tentangPembentukanKabupatenLayakAnak;-PeraturanBupatiCirebonNomor59tahun2009TentangPembentukanPusatPelayananTerpaduPemberdayaariPerempuandanAnak(P2TP2A)SumberKasihSayangKabupatenCirebon.

Data       identitas       korb an       narkotika, -     Undang-UndangNomor 11 Mengganggu prose8 hukum. Membantu proses hukum. Sampal   ada   persetujuan   terfulis
psikotropika, dan zat adiktif (Napza) Tahun       2009       tentangKe8ejchteraanSerial;-Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika. din pinak bermajib,

-     Hasil test pemeriksaan kesehatan calon -     Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap data pribedi yang Melindungi                       dari Apabila     mendapat     persetujuari
jemach haji; Tahun      2008      tentang bersifat rchach. penyalahgunaari  data  atan pang berrmgrfutan.

-     Hasil test pemeriksaan kesehatan calon Keterbukaan       lnformasi informasi                        yang
Tenaga Kelja Indonesia (TKI). Publik, Pasal 17 huruf h;-Undang-UndangNomor99Tahun1999tentangHakAsasiManusia;-Permenkes269/Menkes/PER/Ill/2008tentangRehamMedis;-Undang-UndangNomor13Tahun2008tentangPenyelenggarannIbadahHaj.ji;-PermenkesNomor15Tahun2016tentangIsthitoahKesehatanJemaahHaji. bersangkutan.

Informasi  yang  diketahui  atau  diberikan -     Undang-Undang Nomor 14 Pelanggaran keraha8iaan Wajib Kerahasiaan    Wajib    Pajak Dikecualikan    untuk    seterusnya
Wajib           Paj ak           dalam           rangka Tahun      2008      tentang Pajak   dengan   8anksi   pidana teljaga. q{ecuali   atas   perlnintaan   pihak
jabatan/pekeljaan    untuk    menjalankan Keterbukaan       Informasi kurungan paling lama  1  (satu) berwajib/hukum).
perundarig-undangan pa]' ak daerah Pub]ik, Pasal 17 huruf h; tahun    dan     dengan    denda



-     Undang-Undang Nomor 28Tahun2009tentangPajakDaerahdanRetribusiDaerahPasal172ayat(1). maksimal      Rp.      4.000.000,-(EmpatJutaRupiah).

Kode   Persona!  Jdeuttyscafz.opt  JVumber  (PIN) -     Undang-Undang Nomor 14 Penyalahgunann    oleh    pihak Menjaga               keananan Selama kode masih digunakan.
Rekening Bank Tahun      2008      tentangKeterbulcaanlnforinasiPublik,Pa8al17hurufh;-Undang-UndangNomor11Tahun2008dirubahterakhirka]idenganUndang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransaksiElektronikPasal1angka6; lain. rekening Bank.

Data deposito Undang-Undang   Nomor    14 Mengungkap data pribadi yang Melindungi                       dari Penrmen.
Tahun         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublikUndang-UndangNomor27Tahun2022tentangPelindurigariDataPhbadi(UUPDP)Undang-UndangNo.10Tahun1998tentangPerbankan bersifat ralia8ia. penyalahgunaan  data  atouinfoma8iyangbersangkutan,

Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Undang-Undang   Nomor    14 Dapat mengungkap data privat Melindungi      data      privat -     Permanen;
Kelja   (LPK),   Lembaga   Keterrmpilan   dan Tahun         2008         tentang badan           hukum           yang badan        hukum        yang -    Atas perintch pengadilan.
Pelatihan (LKP). Keterbukaan             lnformasiPublik,Pasal17hurufh. bersangkutan. bersangkutan.

Kerahasiaan data Wajib Pajak Undang-Undang     Nomor     1 Penyalahgunaari    data    pajak -     Kerahasiann  data  pajak Dikecualikan       untuk       pej abat
Tahun         202 2         tentang oleh   pihak   him   yang   tidak dari   objek   dan   subjck dan/atan      tenaga      ahli      yang
Hubungan  Keuangan  Antara mempunyal            kewenangan pajak; bertindak  sebagal  saksi  atau  ahli
Pemerintah       Pu salt       dan terhadiap    kerahasiann    objek -    Menjaga     data     pajak dalar[i    sidang    pengadi]an    atau
Pemerintah                  Daerah , dan subjek pajak daerah untuk          menghindari pejabat    lembaga     negara     atau
khususnya Pasal 103. penyalahgunaali       olehpihaklainyangtidaksesualdenganperuntukandankeuenanfannva: instan si         pemerintah         yangberwenangmelalaikanpemeriksaandalambidangkeuangandaerah.



-    Tertib dalam pengelolaankeuangan,khususnyapengelolaanpajakdaerch.

Penerima             bantuan             keuangan Undang-Undang    Nomor    14 Menimbulkan      kolusi       dan Menghindari     kolual     dan Sampai penerbitan keputusan.
pemerintah/desa/kelurahan/kelompok Tahun         2008         tentang nepotisme,     ter).adinya    friksi nepotisme,  teljadinya friksi
masyarakat Keterbukaan             InformasiPublik,Pasal17hurufi. antar pemohon. antar pemohon.

Eg/  IVcme  Bg  Aczdress   (BNBA)   Penduduk -    Undang-Undang Nomor 24 Kebocoran data pribadi. Per]indungan data pribadi. -     Permanen;
Kabupaten Cirebon Tahun      2013       tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor23Tahun2006tentangAdministrasiKependudukan;-Undang-UndangNomor27Tahun2022tentangPerlindunganDataPribadi. -     Mendapat      ijin      dari      yangbersangkuten.

-       Data pribadi kepenguru8an organisasi -     Peraturan                Menteri -     Da!ta    Pribadi    dikemudian •    Data  pribadi  yang  ada -   Selananya;
Masyarakat                (Ormas) / Lembaga Komunikasi                   dan hari             bisa             saj a akan  aman  dan  privat -   Informasi     ini     hanya     boleh
Swadaya     Maayarakat     (LSM)     dan Informatika     Nomor     20 disalahgunakan              oleh kerahasia-ya; diberikan  kepnda  instandi  yang
Yayasan; Tahun      2016      tentang kelompck tertentu ; -     Menjnga kerahasiaan; beruenang    atau    pihak   yang

-       Data pribadi organisasi using; Perlindungan               Data -     Berisiko                         apabiha benar-bendsa   ada   kepentingan
-       Data eks Napiter/eks Teroris; Phbadi; disalahgunakan  oleh  pihakyangtidakbertanggungjawab; khusu8,       serta      mengajukanlangsungkepadaPPIDKesbangpol;

-       SK calon petani Lokasi (CPCL); Undang-Undang    Nomor    14 Berpotensi        disalahgunakan Memb aritu           kelancaran Sampal       dapat       terbit       hasn
-       Sk Tin Teknis. Tahun         2008         tentang oleh       pihak      yang       tidak pelaksanaan            kegiatan audit/ review          oleh          Aparat

Keterbukaari             lnformasiPublik. berkepentingan. pembanqunan. Pengawasan Intern Pemerintah.

Wajib lapor ketenagakeljaarl di perusahaan -     Undang-Undang Nomor 14 Menimbulkan                   konflik Menj aga                      ralia8ia Tidak bel`batas waktu.
Tahun      2008      tentang kepentingan    dan    per8alngan perusahaan                untuk
Keterbukaan        lnformasiPublik,Pasal17hurufb;-Undang-UndangNomor7Tahun1981tentangWajibI,aporKetenagakeljaandiPerusahaan;-Peraturaripemerintah(PP)Nomor61Tahlin2010mengaturpelaksanaanUndang-UndangNomor14Tahun2008tentang berusaha di perusahaan menciptalcan      ketenanganbekerjadankelangsunrinberuscha.



Keterbukaan       lnfomasiPublik.

-       Data   pribadi   kepengurusan    Usaha Peraturan                     Menteri -     Darn    pribadi    dikemudian -     Data  pribadi  yang  ada -  Sel-ya;
Kecil dan Menengah (UKM); Komunikasi  dan  lnformatika hari             bisa              saj a akan  amen  dan  privat -   Informasi     ini     hanya     boleh

-       Data  pribadi   kepengurusan   laporan Nomor     20     Tchun     2016 disalahgunckan              oleh kerahaBiaannya; diberikan  kepada instansi yang
koperasi RAT. tentang   Perlindungan   Data kelompok tertentu ; -     Menjaga kerahasiaan. berwenang    atou    pihak    yang

Pribadi. -     Berisiko                        apabiha benar-benar   ada   kepentingan
disalchgunakan  oleh  pihak khusus,      serta      mengrg.ukan
yang     tidak     bertanggung langsung   kepada   PPID   Dinas
jawab. Koperasi dan UKM.

KTP     pelapor     atau     pemilik     kejadian Peraturan                      Menteri Data            pribadi            akan Data   pribadi   akan   amen Selananya.
kebakaran dan penyelamatan Komunikasi  dan  lnformatikaNomor20Tahun2016tentangPerlindunganDataFhibadi. disalahgunakan oleh pub]ik. kerahasirannya    dan    tidakdisalahgunakanpublik.

-       Data      pribadi      penyaluran      beras Peraturan Menteri -      Data   pribadi   dikemudian -    Data  pribadi  yang  ada -    Selamanya;
Stabiifeasi Pasokan dan Hanga Pangan Komunikasi dan lnformatika hard             bisa             saj a akan                       aman -   Informasi     ini     hanya     boleh
(SPHP); Nomor 20 Tahull 2016 disalahgunakan            oleh kerahasiannya dan tidak diberikan  kepada  instanst yang

-       Data pribadi pengusaha pangan segar tentang Perlindungan Data kelompck tertentu ; disalaligunakan; berwenang.
Asal    Tumbungan    Produk8i    Dalam Pribadi. -      Beri8iko                      apabila -     Menjaga kerchasiaan.
Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) ; disalahgunakan oleh pihak

-       Data  pribadi  nelayan  (RIP,  KK,   Fas yang    tidak    bertanggung
Kapal);-Datapribadi  pelaku  usaha  KelautandanPerikanan(KTP,KK,NIB.NPWP`. jawab.

Data pribadi siswa dan guru: Nomor lnduk Undang-Undang   Nomor    14 Data  pribadi  dikemudian  hari Data pribadi akan terjanin Selamanya.
Kependudukan  (NIK),  Nomor  lnduk  Siswa Tahun         2008         tentang bisa  saja disalahgunakan  oleh keamanan                       dan
Nasional (NISN), dan Nomor Unik Pendidik Keterbukaan             lnformasi kelompok tertentu. kerchasfaannya,
dan Tenaga Kependidikan Publik.

12. Data Pribadi a.     Data        pribadi        data        terpadu -     Undang-Undang Nomor l4 Mengungkap data pribadi yang -    Melindungi  data  pribadi -    Kecuali      apabna      mendapat
Binaan di kesej aliteraan sosial ; Tahun      2008      tentang bersifat rchasia. yang bersifa.t rchasia; persetujuan yang bersanBkutan;
UPTD Dinas b.     Data pribedi bantuan sogial pangan; Keterbu kaan       lnformasi -    Melindungi    klien    dari -     Kecuali             pihak             yang
sosial (Balai- c.     Data pribadi data bantuan sosial Publik, Pasal 17 huruf h; tindakan      diskriminasi berkepentingan      dan      dafam
balal d.     Datapencari keria (AKII); -     Undang-UndangNomor ll dan stigma negatif. rangka              penyelenggaraan
Rehabilita8i e.     Data pribadi transmigran; Tchun      2 008      dirubch ke sej chteraan sosial;
Dinas Sosial) f,      Datapribadi siswa; terakhir      kali      dengan -     Sesual       dengan       ketentuan

9.     Data    pengivuni    dan    pemanfantan Undang-Undang  Nomor  1 perundang-undangan;
su8un Sera; Tahun      2024      tentang -    Selama statusnya masih berhak

h.     Data pribadi pelaku usaha; Perubahan   Kedua     Atas bantuan kemishinan.
i.      Data debitur dana bergulir; Undang-Undang Nomor I 1 -     Informasi   yag    dapat    dibuka
j.      Datapribadi pemohon ijin; Tahun      2008      tentang hanya     nana     dan     alanat
k.     Data penyandang gizi buruk; Informasi   dan   Transaksi penerima bansos;
I.      DAPODIK (Data pokok pendidik) Elektronik;-Undang-Undang Nomor 43Tahun2009tentang -     Sampal    terbithya    KeputusanMenteriDalamNegeri/Gubernur/Walikota/Bu



Kearsipan, Pasal 44 ayat 1hurufh;-PeraturanpresidenNomor71Tahun2019tentangPenyelenggaraanSistemdanTtransaksiElektronik. pati      tentang      izin      untukmemperolehdatapribadipenerimabantuansocialataudapatdibukajikayagbersangkutanmemberikanialn;-Menterisebagaipenanggungjawabatashakaksesdatapribadipenerimabantuansodial,informasiyangdapatdibuhahanyamama,pekerjaandanalamatpenerinabansos.

Waj ah tersangha/ pelanggar penyakit Undang-Undang    Nomor    14 -    Dapat    merugikan    proses -     Menjaga     agar     proses Tidak terbata@.
masyarakat (Wanita Tuna Susila (WTS) , Tahun         2 008         tentang penyusunan kebijakan; penyusunan    kebijakan
pengemis, dan lain-lain) Keterbukaan             Informasi -    Dapat                mengungkap tidck terhanbat;

Publik, Pa8al 17 huruf h. informasi    yang    menurutundangundanglainnyadirahasiahan/danatautidckbolehdiungkap. -    Menjaga  informasi  yangmenurutundang-undanglainnyadirahasiakandan/ateutidckbolehdiun8kap.

Alamat shelter penampungan korban yang Undang-Undang    Nomor    14 Mengungkap rchasia pribadi , Menj amin         kenyananan Selana   pengungkapannya   dapat
sedang ditangani/ diberikan pendampingan Tahun         2008         tentang pelayanan ,               8ehingga menghanb at                        praes

Keterbukaan             InformasiPulblik,Pasal17hurufh. mempereepat              prose arehabilitasi. pemulihan / pengobatan korban.

Data anak berhadapan dengan hukum -     Undang-Undang Nomor 14 Membuka   rahasia   anak   dan Perlindungan hak-hak anak Selama berstrfus anak.
Tahun      2008      tentang berdampak pada kejiwaan dan dan  memberi  ruang  gerak
Keterbukaan        InformasiPubHk,Pasal17hurufh;-Undang-UndangNomor35Tahun2014tentangPerubahanUndang-UndangNomor23Tahun2002tentangPerlindunganAnak, nasa depan. peda anak.

Data identitas Pemerlu Pela.yanan -     Undang-Undang Nomor 14 Akan   menentuhan   asal   usul Kerahasiaan               pribadi 7    hard   kecuali   bila   tidak    ada
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun      2008      tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufh;-Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipan,pasal44ayat1hurufh; PPKS tersebut diketahui. terhidunri, keterangan       dan       sakit       bi§adiperpanjang.



-    Undang-Undang Nomor 11Tahun2009tentangKesejchteraanSosial.

Data identitas kHen -     Undang-Undang Nomor 14Tahun2008tentangKeterbukaanhaformasiPublik,Pasal17hurufh;-PeraturanPemerintahNomor9Tchun2008tentangTataCaradanMekanismePelayananTerpaduBagiSaksiDanAtauKorbanTindakFldanaPerdaganganOran8. Merampas hak asa8i klien. Permasalahan   bi8a   segeraditutuptanpamembukaaibklien. Selama peraturan belum dicabut.

13. Kesehatan Data     rekam     medis     pasien     rumah -     Undang-Undang Nomor 14 -    Mengungkap              rahasia -     Melindungi           rahasia Sampai dengan dibuka oleh pihak-
sakit/ pu ske smas ,        terrnasuk        nomor Tahun      2008      tentang pribadi      terkait      kondisi pribadi   terkeit   kondisi pihak yang  berhak  atas  informasi
registrasi rekam medis Keterbukaan       lnformasi keschatan        dan        risik risik.     seseorang     yarig rekanl         media         berdasarkan

Publik,  Pasal  17  huruf h 8eeeorang; dilindungi           undang- peraturan perundang-undangan.
dan huruf i; -    Data   dapat   dimanipulasi, undang;

-     Undang-Undang Nomor 29 dipalsuken                     atau -     Melindungi/mengamank
Tahun      2004      tentang disalchgunakan          untuk an data dari manipulaei,
Praktek  Kedolcteran  Pasal47ayst(2);-Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKe8ehatanPasal57ayat(1);-Undang-UndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakitPasal32hunifitentangHakPasien. tujuan kejchatan. pemal8uan               ataupenyalchgunaanuntuktujuankejchatan.

Hasil audit medik pada sarana kesehatan -     Undang-Undang Nomor l4 -    Citra  nmah  sakit  menjadi -     Membantu Badan publik Sampal  dengan  diperlukan  untuk
Tahun      2008      tentang menurun,     karena    kasus dalam                mencapal proses hukum oleh aparat huham
Keterbukaan       Informasi yang terkait dengan insiden keberha8ilan dan pengadilan.
Publik,  Pasal  17  hunrf h keselamatan pa8ien ; pelaksanaan   kebijakan,
dan huruf i; -Dapat mengungkap rahasia serta     sebagai     bahan

-     Undang-Undang Nomor 29Tahun2004tentangPraktekKedolcteranPasal9ayat(2)danmeal74;-PerlnenkesNomor755Tahun2011tentangPenyelenggaraanKomiteMedikdiRumahSakit. pribadi pasien. evaluasi                  dalammeninghatkanke8elanatanpasienagarperistiwaserupatidakterulangKembali;-Melindungirahasiapribedipasien,



Hasil audit terkait dengan mec!(.ca! error -     Undang-Undang Nomor 14 Dapat    mengun8kap    rahasia Melindungi  rahasia  pribadi Sanpal   ada   persetujuan   tertulis
Tahun       2008       tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufi;-Undang-UndangNomor3Tahun2005tentangKeolahragaan;-Undang-UndangNomor5Tahun1997tentangPsikotropika,Pasal33danPa8al44;-Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotikaPasal14;-Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatanPasal98. pribadi pasien. pasien. dari pasien.

Data  pribadi  hutang  pasien  pada  rumah -     Undang-UndangNomor 14 Mengungkap      rahasia      dan Melindungi     rchadia     dan Selamanya,   kecuali   pasien   yang
saldt (nama, alamat, dan jumlah hutang) Tahun      2008      tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pasal17hurufhangka3;-PermenkesNomor77Tchun2015'tentangVisunRepertum. kondisi keuangan seseorang. kondidi                   keuanganseseorang. bersangkutan dan keluarganya.

Identita8 subyek penelitian dalam rangka -     Undang-Undang Nomor 14 Dapat    mengun8kap    rahasia Melindungi  rahadia  pribadi Sanipal   ada   persetujuan   tertulis
pengembangan ke8ehatan Tahun       2008      tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufhdanhurufi;-Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatanPasal57ayat(1). pribadi pa8ien. pasien. dari      subyek     penelitian      yangbersangkutan,

Rahasia kedokteran, yaitu penemuan -     Undang-UndangNomor 14 -    Melanggar rahasia jabatan; Melindungi     data     pribadi Sampai   ada   persetujuan   tertulis
dokter dalam rangka pengobatan dan Tahun      2008      tentang -Dapat mengungkap rahasia yang bersifat raliasia. dari pasien.
dicatat dalam rekam media Keterbukaan       InformasiPublik,Pasal6ayat(3)hunifd,Pasal17hunrfhdanhunfi;-Undang-UndangNomor36Tahun2009tentangKesehatanPasal57a.yat(1). pribadi pasien.



a.     Data kematian ibu,  bayi, dan potensi Undang-Undang   Nomor    14 -    Dapat    mengun8kap    data Melindungi    data    pribadi -     Permanen;
Kejadian Luar Biasa (KLB) yang belum Tahun         200 8         tentang pribadi pasien yang bersifat yang bersifat rahasia. -     Mendapat      ijin      dari      yang
diaudit tim chli; Keterbukaan            lnformasi rchasia; bersan9kutan;

b.     Riwayat,     kondisi    dan    perawatan, Publik, Pasal 6 ayat (3) hunrf -    Penyalahgunaan oleh pihak -     Mengikuti jadwal retensi arsip.
pengobatan kesehatan fisik dan psikisseseorang;c.Hasilujilaboratoriumdibidangkesehatan. d, Pasal 17 hu"f h. lain.

14. Data Dokumen Kepegawaian : -     Undang-Undang Nomor 14 -    Mengungkap   data   pribadi -     Melindungi           rahasia -     Selamanya/kepentingan    dinas
Kepegawalan a.     Data pribadi pelanar umum ASN; Tahun      2008      tentang seseorang     yang     bersifat pribndi; sesual    kewenangan/    otoritas

b.     Data     pribndi     pegawal     ASN     dan Keterbukaan       lnformasi rahasia     (rahasin    pribadi -     Melindungi                 dari yang dimiffi;
nonASN;  Biodata pegawai yang terdiri Publik,  Pasal  17  huruf h pegawai); penyalchgunaan -     Sanpai ada persetujuan tertulis
dari  NIK,  tanggal  lahir,   NIP,  nomor angka 4 dan huruf i; -    Dapat  menghambat  proses informasi     oleh     pihak dari ASN yang bersangkutan.
telepon, alamat, data riwayat keluarga -    Undang-Undang Nomor 36 penegakan hukum; yang tidak berhak untuk
pegawal ,        N PWP        dan        nomor Tahun      2009      tentang -    Dapat  menghambat  proses kepentingan         pribadi
kepesertaan      BPJS,      rincian      gaji Kesehatan  Pasal  57  ayat penyusunan kebij akan. atou kelompck tertentu;
pegawed; (1);

-     Membantu     kelancararl
c.      Hasil uji ke8ehatan pegermai; -     Undang-Undang Nomor 44 proses             penegaken
d.     Hasil pehilaian penetapan angha kredit Tahun      2009      tentang hukum,   mengamanhan

pegawal; Rumch    Sakit   Pasal    32 proses          penyusunan
e.     Dokumen   rincian   basil   seleksi   uji huruf    i     tentang     Hak kebijakan.

kompetendi dan assessment pegawal; Padien;
f.      Dokumen konseling pegalrai; -     Undang-Undang  Nomor  5
9.     Hasil pemeriksaan ke8ehatan pNs dan Tahun      2014      tentang

pe].abat  qcecuali  yang  bersan8keitan) , Apantur Sipil Negan;
hilal hasil test (test potensi akademik, -    Peraturan         Pemerintah
psikotes,       test      kesehatan      dan Nomor   53   Tahnn   2010
kebugaran,    wawancara    dan    EBA) tentang   Disiplin   Pegawal
dalam                                            ranBha Negeri Sipil;
penyaringan / penerimaan            CPNS , -    Peraturan         Pemerintah
termasuk hasil psikote8 bagi PNS dan Nomor    17   Tchun   2020
pegawai   BLU   dalam  ran8ka  mutasi tentang             Perubahan
jabatan (kecuali yang ber8angkutan); Peraturan         Pemerintah

h.    Pengajuan pemberhentian sementara, Nomor    11    Tahun    2017
karena  dilalflikan  penahanan  pinak tentang             Manaj emen
yangberwaj.j.ib; Pegawed Negeri Sipfl;

i.      Surat pengajuan mutasijabatan; -    Peraturan        Pinerintah
j.      Infomiasi   kepegawaian   menyangkut Nomor   46   Tahun   2011

data   pribadi   dan   data   lain   yang tentang Penilalan  Prestasi
berkenaan  dengan  pegarrai  tersebut Kelja Pegawai Negeri Sipil;
toiodata elektronik PNS); -    Peraturan presiden Nomor

k.     Hasil   evalua8i   sehubungan   dengan 30   Tchun   2019   tentang
kapabiHtas ,        intelektualitas       dan Penilalan  Kineria  Pegawai
rekomendasi kemampuan seseorang. Negeri Sipil.



a.     Dokumen      proses      pengangkatan, -     Undang-Undang Nomor 14 -     Mengganggu                proses -     Mengamankan         atau -    Sampal dengan terbitnya sK;
pemindchan  dan  pemberhentian  PNS Tahun      2008      tentang penganbilan keputu sari; memperlancar      proses -    Selamanya/kepentingan    dinas
dalam jabatan  struktural,  fungsional Keterbukaan       lnformasi -     Mengun8kap   data   pribadi penyu sunan keputu sam ; se sual kewenangan/
tertentu dan fungsional umum, kepala Publik, Pasal 17 hurufh, i, seseorang     yang     bersifat -     Menjaga             8uasana otoritas yang dimilihi.
sekolah. danj; rchasia. kondusif  di  lingkungan

b.     Data            usulan            pemindahan, -     Undang-Undang  Nomor  5 kerja;
pengangkatan     dan     pemberhentian Tahun       2014       tentang -     Melindungi                 dari
JFT, JA dan JF Aparatur Sipil Negara;-PeraturanPemerintahNomor17Tahnn2020tentangPerubahanPeraturanPemerintahNomor11Tahun2017tentangManajemenPegawhNegeriSipil, penyalchgunaaninformasioleh    pihakyangtidakberhakuntukkepentinganpribadiataukelompoktertentu.

Dokumen     Sidang     Tim     Pertimbangan -     Undang-Undang Nomor 14 Dapat     men8hambat     proses -     Mengamanhan         atou Menyesuaikan jadwal retensi arsip,
Penilalan Kineria Pegawai Tahun      2008      tentang pemindahan dan pengangkatan memperlancar      proses

Keterbukaan       lnfomasi Pegawai    Negeri    Sipil    dalam penyusunan keputusan;
Publik, Pasal 17 hunrf h, idanj;-Undang-UndangNomor5Tahun2014tentangAparaturSipflNegara;-PeraturanPemerintahNomor17Tchun2020tentangPembchanPeraturanPemerintahNomor11Tahun2017tentangManajemenPegawalNegeriSipil; jabatan 8trukturd. -     #oennj:gf  di  iingkunganSuas-kerja;-Melindungidaripenyalchgunaaninformastolehpihg[kyangtidakberhak,baflcuntukkepentinganpribndiataukelompoktertentu.

a.     Hasil    pembinaari    perkawinan    dan Undang-Undang    Nomor    14 -    Mengungkap   data   pribadi -     Melindungi                  dari Selamanya/ kepentingan          dinas
perceraian; Tahun         2008         tentang seseorang     yang     ber8ifat penyalchgunaan sesual  kewenangan/otoritas  yang

b.     Ijin perceraian pegawai Negeri sipil. Kcterbukaan             Informasi rahasia; informasi     oleh     pihck dimim.
Publik,   Pasal    17   huruf   h -    Belpotendi           munculnya yang tidak berhak untuk
angka 4, i dan j. distorsi  infomasi  dan  bisamenimbulkanfitnah. kepentingan         pribadiataukelompoktertentu;-Menjagaobyektffitasputusanijin.

a.     Penilalan     Kinelja     Pegawai,     buku -     Undang-Undang Nomor 14 Mengun8kap      data      pribadi Melindungi                        dari Selamanya/ kepentingan         dines
catatan     penildian     perilaku     dan Tahun      2008      tentang seseorang        yang        bersifat penyalahgunaan   informasi sesuai  kewenangan/otoritas  yang
penilalan prestasi Pega.wad Negeri Sipil; Keterbukaan       lnformasi rahasia. oleh     pinak    yang    tidek dimirm.

b.     Sasaran Kineba pegawal; Publik,  Pasal  17  humf h berhak,        balk        untuk
c,     Identitas ASN yang melanggar disiplin angka 4; kepentingan   pribadi   atan

dan dijatuhi hukuman disiplin -     Peraturan         PemerintahNomor46Tahun2011 kelompok tertentu.



tentang Penilaian  PrestasiKeriaPegawalNegeriSipil.

Presensi Undang-Undang    Nomor    14 Mengungkap      data      pribadi Melindungi                        dari S elamanya/ kepentingan          dinas
Tahun         2008         tentang seseorang        yang        bersifat penyalahgilnaan   infomiasi sesuai  kewenangan/otoritas  yang
Keterbukaan             lnformasifublik,Pasal17hurufhangka4. rahasia. oleh     pihak     yang     tidakberhak,balkuntokkepentirlganpribadiataukelompoktertentu. dimirm.

Gaji, tunjangan dan pinjaman ASN Undang-Undang   Nomor    14 Mengungkap      data      pribadi Melindungi                        dari Selamanya/ kepentingan         dinas
Tchun         2008         tentang sese or'ang        yang        `bersifat penyalahgunaan   informasi sesual   kewenangan/otoritas  yang
Keterbukaari             lnformasiPublik,Pa8al17hurufhangka4. rahasia. oleh     pihak    yang     tidakberhak,balkuntt}kkepentinganpribadiataukelompoktertentu. dimim.

Biodata         ASN         dan         keluarganya Undang-Undang    Nomor    14 Mengungkap      data      pribadi Melindunri                       dari Selamanya / kepentingan          dina8
(suami/isteri/ anak) dan mitra keria gama Tchun         2008         tentang seseorang        yang        `ber8ifat penyalahgunaari   informa8i sesual  kewenangan/otoritas  yang

Keterbukaan             InformasiPublik,Pasal17hurufhangka4' rcha8ia. oleh     pihak    yang    tidakberhak,balkuntekkepentinganpribadiafaukelompoktertentu. dimiliki'

Data   nilai   dan   rangking   peserta   ujian Undang-Undang    Nomor    14 -     Menghambat              proses -     Mengrmankan      prose8 Sampal ada pengiimuman.
tertulis seleksi calon ASN Tahun         2008         tentang penyusunan kchij akan; penyusunan kebijakan;

Keterbukaan             lnformasi -     Mengungkap             Taha6ia -     Melindungi           rahasia
Publik,  Pasal  17 huruf h danhumfi. pribndi 8eorang ASN. pribadi seorang ASN.

Dokumen proses mutasi antar daerah -     Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap      data      pribadi Menghindari           tindahan Sampdi     dengan     diterbitkannya
Tchun      2008      tentang seseorarig yang bersifa.t rahasia olmu in         yang         tidak Surat Keputusan Penempatan.
Keterbukaan       lnformasi dan       dapat       dimanfaatkan bertanggrmg    jawab     dan
Publik, Pasal 17 humf h, idanj;-Undang~UndangNomor5Tahun2014tentangAparaturSipilNegan;-PeraturanPemerintahNomor17Tchtin2020tentangPerubahanPeraturanPemerintahNomor11Tahuri2017tentangManajemenPegawhNegeriSinil. olmum yang tidak bertanggungjawab. penyalahgunaan wewenang.



Hasil       rekomendasi       te st       psikologi , Undang-Undang    Nomor    14 Mengungkap      data      pribadi Melindungi                        dari Selamanya/ kepentingan         dinas
bimbingan konseling Tahun          ZOO 8          tentang sese orarig        yang        bersifat penyalahgunaan   infomiasi sesuai  kewenangan/otoritas  yang

Keterbukaan             lnforrmsiPublik,Pasal17hurufhan8ka4. rahasia. oleh     pihak     yang     tidal±berhak,balkuntukkepentinganpribndiataukelompoktertenfu. dimfliki.

Hasil    penifaian    ijin    mencalonkan    diri Undang-Undang    Nomor    14 -     Dapat    mengungkap    data -     Melindungi           rahasia Menyesuaikan jadwal retensi ar8ip.
menjadi kepala desa Tahun         2 008         tentang rahasia  pribadi  dan  dapat jabatan     dan     rahasia

Kcterbukaan            hiormasi dimanfaatkan  oknum  yang ne8ara;
Publik,    Pasal    17   huruf   h tidak bertanggung jawab; -     Menghindari      tindahan
angka 4. -     Dapat mengungkap rahasiajabatandanrahasianegara. yang tidck prosedural.

Hasil Pengukuran Kompetensi Pegawai Undarig-Undang    Nomor    14 Mengungkap      data      pribadi MeLindungi                         dari Selananya/ kepentingan         dinas
Tahun         2 0 08         tentang se se orang        yang        bersifat penyalahgunaari   informant sesual  kewenangan/otoritas  yang
Keterbukaan             lnformasiPublik,Pasal17hurufhan8ka4. rahasia. oleh     pihak    yang    tidakberhak,balkunttlkkepentinganpribadiataukelompoktertentu. dimmki.

Seleksi ASN Permenpan  dan  Perka  BKN Mengunghap      data     `pribadi Melindungi                       dari Selamanya/ kepentingan         dinas
yang berlrfu. seseorang yang berBifat rchasia penyalahgunann   informasiolehpihakyangtidakberhak,balkuntukkepentinganpribadiateukelompcktertentu. sesual  kewenangan/otoritas  y,angdimilikisampaldenganditetapkanolehyangberwenang.

Informasi    ketersediaan    JFT    JFU   yang Hasil Penyusunan Fomasi. Mengungkap data yang bersifat Melindungi                        dari Selamanya/ kepentingan         dinas
koson8 valid. penyalahguncan   informasiolehpihakyangtidakberhak,barkunt`ckkepentinganpribadiatqukelompoktertentu. sesuai  kewenangan/otoritas  yangdimilikisampaldenganditetapkanolehyangberuenang.

Daftar pejabat yang akan dilantik Undang-Undang    Nomor    14 Men ghambat            kesukse Ban Mengamankan            prose a Selama   proses   penetapan   Surat
Tahun         2 008         tentang kebijakan,      karena      adanya penyu sunan kehijakan. Keputusan   sampal  dengan  mulal
Keterbukaan             Informasi pengungkapan                  secara berlakunya      Surat      Keputusan
Publik, Pasal 17 hunlf h. premrfure, (Pelantikan).



Instmmen        Te st        Potensfi/ Kompetensi Undang-Undarig    Nomor    14 Menghambat                     proses Menganranhan            prose s Selama      masin      berlaku      dan
PNS/Pejabat Tahun         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufh. penyu sunan kebijakan. penyu sunan kebij akan. diperlukan    dalam     proses     testpotensi/kompetensiPNS/Pejabat.

Dokumen       Pengelolaan       Kepegawalan : Undang-Undang   Nomor    14 Mengungkap rahasia pribadi. Melindungi rahasia pribadi. Sampai   ada   pesetujuan   tertulis
(Kenalkan Pan9kat, Kenaikan Gaji Berkala, Tahun         2008         tentang ASN yang bersangkutan.
Mutasi,       Pensiun       darL       Administra8i Keterbukaan             lnformaei
Kepegawalan). Publik, Pasal 17 huruf h.

Penataan  dan  atau   pengisian  perangkat Undang-Undang   Nomor    14 Menggrnggu                       pro sea Mengamankan            prose 8 Sampal  dengrn  surat  penyerahan
desa,   serta  hasil  penilaian  dari  masing- Tahun         2008         tentang pengambilan kehij akan. penyusunan kebijakan. Surat Keputusan
ma8ing     calon     perangkat     de8a     yang Keterbukaan             lnformasi
melanar. Publik, Pasal 17 huruf h.

Nomor polisi rahasia mobil jabatan Undang-Undang   Nomor    14 Membahayakan         keamanan Melindungi           keamangm Selama masih berlaku.
Tahun         2008         tentang pejabat         daerah         secara pejabat      daerah      seeara
Keterbukaan             lnformasiPublik.Pasal17hurufc. kedinasan. kedinasan.

-     Riwayat dan  kondisi  anggota keluarga -    Undang-Undang       Dasar Mengun8kap   rchasia   pribadi, -     Melindungi           rahasia Selama masih berlaku.
pejabat dan ASN; Negara Republik indonesia melanggar Hak A8asi Manusia. pribedi ASN;

-     RIwayat   kesehatan   fisik   dan   p8ikis Tahun 1945 Pasal 28 A a.d -     Melindungi      keamanan
seorang pejabat dan ASN; 28H; dan kenyamanan ASN.

-     Kondisi  keuangan,  asset,  pendapatan -     Undang-Undang Nomor 14
dan rekening bank seorang pejabat dan Tahun      2008      tentang
ASN; Keterbukaan       lnformasi

-     Hasil              evaluasi              kapabilitas Publik, Pasal 17 huruf h;
intelektualitas dan rekomendasi ; -    Peraturan         Pemerintah

-     Kemampuan seorang pejabat dan ASN. Nomor   100  Tahun  2000tentangPengan8katanPNSdalamJabatanStrukturalJo.PPNomor13Tahun2002tentangPerubahanatasPeraturanPemerintahNomor100Tahun2000tentangPengangkatanPNSdalamJabatanStmkturd;-PermenkesRepublikIndonesiaNomor



269/MENKES/PER/Ill/2008tentangRekemMedisPasal10.

Data pribadi pelamar umum ASN Undang-Undang    Nomor    14 Mengungkap      data      pribadi Melindungi                       dari Selamanya/ kepentingan         dinas
Tahuri         2008         tentang se se orang        yang        bersifat penyalahgunaari   infomiasi sesual  kewenangan/otoritas  yang
Keterbukaan            lnfomasiPublik,Pa8al17hurufhangka4. rahasia. oleh     pihak    yang     tidakberhck,balkuntukkepentinganpribadiataukelompoktertentu. dimiliki.

Dokumen hasil  sidang Tim  P.enilai Kineria Undang-Ufldang    Nomor    14 Menghambat           ke suksesan Mengamankan            prose a Selama  masih  diperlukan  sampal
ASN                  Bapelj akat                  (notulen Tahun         2 008         tentang kebijakan,      karena     adanya penyu sunan kebij akan. pengambilan     keputusan     pihak
pertimbangan / rekomendasi / ,             daftar Keterbukaan            hiormasi pengu ngkapan                  8ecara terkalt.
nominasi / rangking Pej abat Sthiktural) Publik, Pasal  17 huruf h danhurufi. prematur.

Soar test calon ASN Undang-Undang   Nomor    14 MenghambaLt                      proses Mengalpankan            prose 8 Sampal selesai pelakcancan test.
Tahun         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufhdanhumfi. penyu sunan kehijakan. penyusunan kebij akan ,

Data   nflal   dan   rangking   peserta   ujian Undang-Undang    Nomor    14 •     Menghambat               proses -    Mengamankan       prose8 Sanpdi ada pengumuman.
terfulis seleksi calon ASN Tahun         2 008         tentang penyusunan kebij ahan ; penyusunan kebijakan;

Keterbukaan             lnformasi -     Mengungkap             rahasia -    Melindungi           rahasia
Publik, Pasal  17 huruf h danhunlfi. pribadi seorang ASN. pribadi seorang ASN.

Prose s           pengu sulan           pengesahan -     Undang-Undang  Nomor  6 Mendahului   keputusan   yang Sesuai       prosedur      yang Setelah       pro se a       pengesahan /
pengan8katan  dan  pemberhentian  Kepala Tahun 2014 tentang Desa; diambil   oleh   badan/lembaga ben.alan/berlaku, pengangkatan sele sad.
Desa, Fj Kepala Desa, Plt -    Undang-Undang Nomor 14Tahun2008tentangKeterbukaanInformasiPublik,Pasal17hurufidanj. yang memili]d kewenangan.

Proses pengangkatan perangkat desa -    Undang-Undang  Nomor  6 -     Dapat    merugikan    proses -    Menjaga     agar     proses Setelah       proses       penge sahan /
Tahun 2014 tentang Desa; penyusunan kebij akan; penyusunan     kebijakan pengangkatan selesdi.

-    Undang-Undang Nomor 14 -    Dapat               mengungkap tidak terhanbat;
Tahun      2008      tentangKeterbukaanInforma8i informasi    yang    menurut -    Menjaga  informa8i  yangmenurutundang-



PubHk,  Pasal   17  huruf  i undang-undang        lainnya undang                 lairmya
danj. dirchasiakan. dirchasickan.

Proses   pengembangan   karier   peran8kat -    Undang-Undang  Nomor  6 -     DapaLt    merugikan    proses -    Menjaga     agar     proses Setelah       proses       pengesahan/
desa    (Dokumen    pengembangan    karier Tahun 2014 tentang Desa; penyusunan kebij akan ; penyu8unan     kebijakan pengan8hatan selesai.
promosi    atau    mutasi)    jabatan    dalam -    Undang-Undarig Nomor 14 -     Dapat               mengungkap tidck terhanbat;
Susunan    Organisasi    dan    Tata    Kelja Tahun      2008      tentang informasi    yang    inenurut -    Menjaga  informasi  yang
Pemerintah Deca Keterbukaan       lnformasi undang-undang       lainnya menurut            undang-

Publik,  Pasal   17  huruf  idanj. dirahasickan. undang                 lainnyadirchasiakan.

Proses     penetapan     tentang     Peresmian -    Undang-Undang  Nomor  6 -      Dapat   merugikan    proses -    Menjaga     agar     pro8es Setelah       proses       penge 8ahan /
Pengangkatan dan Pemberhentian BPD Tahun 2014 tentang De8a; penyu sunan kebij akan; penyu8unan     kebijakeri pengangkatan selesai.-    Undang-Undang Nomor 14 -      Dapat               mengungkap tidak terhanbat;

Tahun      2008      tentang informasi    yang    menurut -    Menjaga  infomasi  yang
Keterbukaan       lnformasi undang-undang       lainnya menumt             undang-
Publik,  Pasal   17  huruf  idanj. dirfuasiakan. undang                 lainnyadiraha8iakan.

Proses penetapan tentang Peresmian -    Undang-Undang  Nomor  6 -     Dapat   meruSkan   proses -    Menjaga     agar     proses Setelah       proses       pengesahan/
Pengganti Antar Waktu BPD Tahun 2014 tentang Desa; penyusunan kebijakan; penyu8unan    kebijakan penganghatan selesal-    Undang-Undang Nomor l4 -      Dapat               mengun8kap tidak terhanbat;

Tchun      2008      tentang informasi    yang    menurut -    Menjaga  informasi  yang
Keterbukaan       lnformasi und ang-undang       lainnya menurut             undang-
Publik,  Pasal   17  hunif  idanj. dirahasiakan. undang                 lainnyadirchadiakan.

Hasfl evaluasi tenaga pengajar dan peserta Undang-Undang    Nomor    14 Mengun8kap rahasia pribadi. Melindungi rahasia pribadi. Sampal   ada   persetujuan   tertu]is
Diklat Tqhun         200 8         tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pa8al17hurufh. dari tenaga pengajar   dan  pesertaDiklatyangdievaluasi.

E. Memorandum atau Surat-siLrat antar Badan PtLblik atau intro Badan Publik

15. Kearsipan Peta lokasi penyimpanan arsip -    Undang-Undang Nomor 14Tahun2008tentangKeterbukaanInformasiPub]ik,Pa8al6ayat(3)hurufd,Pasal17hurufhdanhurufi;-Undang-UndangNomor43Tchun2009tentangKearsipanPa8al66ayat(3)hurufi. Mengun8kap        memorandumatau8uratmenyuratyangmenurutsifatnyaperludirchasiakan. Kerahasiaan lokasi teriaga. Selama masih berlaku.



Arsip   dinami§,   aktif   dan   inaktif,   yang -     Undang-Undang Nomor 14 -    Menghambat               proses -     Menyedialcan             data Terbatas   sampal   setelah   selesai
berisikan : Tahun      2008      tentang penegakan hukum ; lengkap yang  dflindungi audit.
a.     Dokumen Keuangan: Keterbukaan       lnformasi -    Menggangu        kepentingan dalam proses penegakem

-     SPJ berikut lampiranlrya; Publik,  Pasal  17  huruf  a perlindungan     hak     atas huha;
-     Dokumen           anggaran           dan s.d hunifj; kehayaan intelektual; -     Melindungi     hak     ata8

otorisasinya; -    Undang-Undang Nomor 43 -    Mengungkap              rahasia kekayaan intelektual ;
-     Surat pencairan anggaran; Tahun      2009      tentang pribadi. -     Melindungi           rahasia

b.     Dokumen     karya     intelektual     oleh Kearsipan Pasal 44 ayat ( 1 ) pribadi.
lembaga/swasta/kelompok/perseorangen;c.Datainformasipertanahandankeananannegara;d.Datakekayaanadamyangdilindungi;e.AktaotentikyangbersifatpribadidanvAsiat;f.Memorandum/surat-suratpentingyangperludirahasiakan. dan (2).

Disposisi 8urat pimpinan Undang-Undang    Nomor    14 Menghambat                     pro sea Mengamankan            prose8 Selana  belum  eda  tindak  lanjut
Tahun         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufi. penyusunari kebijakan, penyusunan kebijakan. dari   peran8kat   daerah   pengelolasurat.

Memorandum,  disposisi,  dan  surat-8urat -    Undang-Undang Nomor 14 Dapat                      mengganggu Melindungi       hak        atas Memorandum internal.
antar badan publik atan intra badan publik Tahun      2008      tentang perlindungan        hak        atas kekayaan intelektual.
yang  menurut  sifatnya  tidak  disediakan Keterbukaan        Informasi kekayaan intelekfual.
untuk pihak lain Publik, Pasal 17 humf i;-PeraturanPcmerintahNomor61Tchun2010tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanlnforlna8iPublikPasal9.

Laporan Hasil Pemeriksann Undang-Undang    Nomor    14 Menghambat           ke suksesan Keberhasilan    penanganan Sampai  dengan  terbitnya  laporan
Tah un         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufa. kebijakan,      karena     adanyapengun8kapansecarapremafur. kasus. penangamn kasu8 selesar,

Kertas  kelja  pengawasan,   laporan  hasil -     Undang-Undang Nomor 14 Mengungkap                       obyek Melindungi Terbatas              sampal             ada
pemeriksaan  dan  tindak  lanjutnya,  reviu Tahun      2008      tentang pemeriksaan  dan  pihak-pihak penyalahgunaan oleh pihalc persetujuan/pemberian   izin   dari
1aporan keuangan Keterbukaan       InfomasiPublik,Pasal17hurufi;-PeraturanMenpanNomorPER/04/M.PAN/03/2008 yang terkait di dalamnya. yang tidck berkepentingan. kepala daerah/ Inspektorat.



tentang  Kode  Etik  AparatPengawasanlnternPemerintch;-PermendagriNomor28Tahun2007tentangNomaPengawasandanKodeEtikPejabatPengawasPemerintch,LanpiranIBabNomaPelaporanhurufa;-PeraturanKomisiInformasiNomor1Tahun2017tentangPengklasifikasianInfomasiPublik;•PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerahPasal23danPasal26;-StandarAAIPIBabStandarKomunikaslPasal4060tentangPendistribusianDokumenAudit.

Dokumen  yang  bersifat  raha8ia  dengan -     Undang-Undang Nomor 14 Mengganggu                 kebffakarl Mendulmng           kebijakan Tidck terbatas.
kode X sangat rahasia (SR), rahasin (R) dan Tahun      2008      tentang pemerintch/pimpinan. pemerintch/pimpinan.
konfidensial Keterbukaan       lnformasiPublik,Pasal17humfidanj;-Undang-UndangNomor43Tahun2009tentangKearsipanPasal66ayat(3)huruf3;-PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009tentangTataNaskahDinesdiLin8kunganPemerintchDaerah;-PeraturanKepalaANRINomor2Tahun2014tentangTataNaskahDinas;-PeraturanGuberTiurJawaBaratNomor11Tahun2022tentangPerubahan



atas  Peraturan  GubernurJawaBaratNomor108Tahun2020tentangPeraturanPelaksanaanTataNaskahDinasElektronikdiLingkunganPemerintahDaerahProvinsiJawaBarat;-PeraturanBupatiCirebonNomor60Tahun2022tentangPetunjukPelaksanaanTataNaskahDinasElektronikdiLingkunganPemerintahKabupatenCirebon.

Notulen rapat rchaha Undang-Undang    Nomor    14 Memb ahayakan keamanan. Melindungi              informasi a.     Undang-Undang     Nomor      14
Tahun         2008         tentang rahasia     yang     dilindungi Tahun           2 008           tentang
Keterbukaan             lnformasiPublik,Pasal17hurufhdan1, undang-undang. Keterbukean  lnformasi Publik,Pasal17hurufh;b.Undang-UndangNomor11Tahun2008tentanglnformasidanTranscksiElektronik,Pasal(1)an8ka6.

Arsip digitdi data perusahann pemohonan -    Undang-Undang Nomor ll Karena   berpoten8i   membuka Melindungi                       dan Tidck terbatas.
izin gambar alstem rencana kontruksi dan Tahun      2008      tentang infomaed pribedi. mengamankan data pribedi
gambar  atau  denah  tempat  usaha,   dan Informasi Elektronik; yang  ber8ifat  rcha8ia  dari
sertifikat tanah,  akea jual beli  sewa tanah -    Undang-Undang Nomor 14 persalngan     usaha     yarig
pemyataan pemilik Tahun      2008      tentangKeterbukaanlnformasiPublik' tidak sehat atau penipuan.

Arsip digital data perusahaan pemohonan Undang-Undang Nomor 11 Karena   berpotensi   membuha Melindungi                       dan Tidck terbatas.
iin ganbar: Tchun 2008 tentang infomasi pribadi. mengamankan data pribadi
-       Gambar alokasi; Informasi Elektronik. yang  bersifat  raha8ia  dari
-       Gambar rencana; persaingan     usaha     yang
-       Ganbar denah;-Gambarairkotoran instansi listrik, airminum;-Galnbarkonstruksi;-RencanaAnggaranBiaya(RAE)-Uraianrencanaproyekyangakandibuat;-Petapenggunaandetailtanah;-Petatataruanglokasi;-Petasiteplan/blokplan;-Rencanatahapanpembangunan;-Fotolokasi;-IzinlainYangdipersyaratkan. tidak sehat atau penipuan.



Arsip/surat-surat  yang  menurut  slfatnya -     Undang-Undang Nomor 14 -     Apabila                    informasi -     Apabila              informasi -    5 tahun atau selama arsip beham
harus dircha8ialcan Tahun      2008      tentang dipublika8ihan             dapat ditutup                    dapat dinyatckan dibuka;

Keterbukaan       lnformasi mengunBkap             rahadia melindunct          rahasia -   Infolmasi     ini     hanya     boleh
Publik, Pa8al 17 huruf i; negara; negam; diberikan  kepada  instansi  yang

-     Undang-Undang Nomor 43 •     Mengganggu          kebijakan -     Mendukung     kebijakan berwenang.
Tahun       2009       tentangKearsipanPasal44ayat(1)dan(2). pemerintah/pimpinan;-Berisikoapabiladisalchgunakanolehpihckyangtidakbertanggungjawh. pemerintch/pimpinan.

Arsip           digital/ konvensional            data -     Undang-Undang Nomor 14 Karena   bexpotensi   membuka Melindungi                       dan Tidck terbatas.
perusahaan  pemohonan  izin  ]ingkungan, Tahun      2008      tentang informa8i pribadi. mengamanhan data pribadi
denah  tempat usaha,  dan  dokumen yang Keterbukaan       informasi yang  bersifat  rahasia  dari
dipersyaratkan Publik;-Undang-UndangNomor 11Tchun2008dimbahterakhirkalidenganUndang-UndangNomor1Tchun2024tentangPerubaharlKeduaAtasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransaksiElektronik. persalngan     uscha     yangtidaksehatataupenipuan.

Arsip       digital/ konvensional :       Rencana Undang-Undang    Nomor    14 Karena   berpotensi   membuka Melindungi                       dan Tidck terbfltas.
Anggaran B±aya Tahun         2008         tentangKeterbukaarilnformasiFhablik. informsi pribadi. mengangankan data pribadiyangbersifatrahasiadaripersainganusahayangtidaksehatataupenipuan.



Arsip daftar orang yang masuk G 30S/PKI -    Undang-Undang Nomor 43 -     Mengungkap   rahasia  data -     Melindungi data pribadi; 30 tahun'
dan organisasi terlarang lainnya Tahun      2009      tentang pribadi; -     Menjaga  informasi  yang

Kearsipan; -     Dapat               mengungkap menunit             undang-
-     Undang-Undang Nomor 14 infomasi    yang    menurut undan g                 lainnya

Tchun    2008,    Pasal    17hurufidani. undang-undang        lainnyadirahasiakan. dil.alasiakan.

F Inrormasi yang Tidak Boleh Diungkapkan Berdasarkan Undanglundang

16. Laporan a.   haporan           Hasil           Pemeriksaan/ -     Undang-Undang Nomor 14 -     Dapat              menimbulkan -     Rekomendasi Pe-en.
Pengawasan (LHP) ; Tahun      2008      tentang stigmatisasi yang tidak pas, pemyataan yang dimuat

b,   Naskah Hasil Pengawasan (NHP); Keterbukaan       lnformasi karena  perbedaan  persepsi dalam     laporan     ha8il
c.   Laporan   dan   Matriks  Tindak   hanjut Publik, Pasal 17 hunrf h, i atas   pemyataan/penilaian pemeriksaan dapat lebih

Hasil Pengawasan q`LHP) ; dan j ; antara       birolffa8i       dan efektif     dan     kondu8if
-     Undang-Undang Nomor 17 maayarckat; untuk    adanya    sistem

Tahun      2003      tentang -    Beapotensi  disalahgunakan tata kelola;
Keuangan   Negara,   Pasal olch     orang    yang     tidak .     MenJa8a
31  ayat (1); berkepentingan; penyalahgunaan       dari

-     Undang-Undang Nomor 15 -     Mengganggu proses audit; pihak       yang       tidak
Tahun      2004      tentang -    Menghanbat       kebijckan, berkepentingan;
Pemeriksaan   Pengelolaan karena                       adanya -     Membanfu       mencapal
dan     Tanggung     Jawab pengungkapan              yang keberha8ilan
Negara, Pasal 19; mendahului             sebelum pelckganaan-    Peraturan        Penerintah diaudit; pembangunan;
Republik Indonesia Nomor -     Berpotensi             teriadinya -Mclindungi dari adanya
12   Tahun   2017   tentang penerbitan  sertifikat  tanah penyalchgunaan

Pembinaari                    danPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerah,Pasal23;-PeraturanPenierintahRepublikIndonesiaNomor12Tahun2017tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerahPasal26;-PermenpanNomorPER/05/M.PAN/03/2008tentangKodeBtfl£AparatPengawasanInternPemerintah;-PeraturanMenteriSekretarisNegaraRINomor5Tahun2006tentangPetuniuk palsu. data/informasi;-Memininalidir terbitnyasertifikatpalsu.



Pelaksanaan Tata NaskahDinasSekretariatNegaraRepublikIndonesia;-PeraturariMenteriDahamNegeriNomor52Tahun2010tentangPedomanPenga.wasanPenyelenggananPemerintahDaerahTahun2011;-PermendagriNomor19Tahun2016tentangPedomanPengelolaanBarangMilikDaerch.

Hasil audit internal Undang-Undang    Nomor    14 Dapat mengungkapkan rahasia Melindungi raha8ia jabatan
Tahun         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublikPasal17hurufj; jabatan dan rchasia negara. dan rahasia negan.

Iraporan Pajak Pribadi (LP2P) Undang-Undang   Nomor    14 Mengtmgkap      rahasia     data Melindungi    rahasia    dqth Sampal   ada   persetujuan   tertulis
Tahun         2008         tentangKeterbukaanlnformasiPublikPasal17hurufh; kekayaan pribadi. kekayaan pribadi, dari         waj ib         pajak         yangbersangkutan.

Pencatatan ,          Pelaporan          Pelayanarl -     Undang-UndangNomor 52 Dikhawatirken                adanya Menj aga                  informadi Tidck terbatas.
Kontrasepsi Tahun      2009      tentang pemanfaatan/penyalahgunaan mengenal        alat        buled

Perkembangan informasi oleh pihalc yang tidak pertanggungjawaburl bidang
Kependuduhan             danPerkembanganKeluarga;-Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahDaerah,LanpiranhunifN,menetapkanpembagianurusampemerintahanBidangPengendalianPendudukdanKeluargaBerencana;-PeraturanPemerintahNomor87Taliun2014tentangPerkembanganKependudukandanPembangunanKerfuarga. bertallggung jawab terkdrt datamasyarakatyangmengifutiprogramKB. Dalduk PP.

Evaluasi pelaksanaan PUG Peraturan    Bupati    Cirebon Dikhawatirkan                adanya Menjaga     penyalchgunann Tidck terbatas.
Nomor 7 Tahun 2014 tentang pemanfaatan/penyalahgunaarL dari     pihak     yang     tidak
Rencana           Pembangunan informasi oleh pihak Yang tidak berkepentin&an,



Jangka    Menengah    DaerahTaliun2014~2019. bertanggung jawab terkalt datamasyarakatyangmengikutiprogramKB.

Laporan  basil  evaluasi  internal  terhadap Undang-Undang    Nomor    14 Berisiko                            apabila Akan   menj.nga   keananan Setelah     laporan     hasfl     kineria
kineq.a sekolah atan guru Tahun         200 8         tentang disalahgunakan     oleh     pihak berkaltan                   dengan sekolah atau guni telch direviu oleh

Keterbukaan            lnfolmasi yang tidak bertanggung jawab. Persaingan    Usaha    Tidek Aparat         Pengawasan         lntern
Publik. Sehat. Pemerintah.

Rencana              pelak8anaan              tukar -    Undang-Undang Nomor 43 Berpotensi  keterlibatan   pihak Menutup  peluang  kerugian setelali proses selesal.
menukar/ pemindahtangan asset desa Tahun       2009       tentangKearsipan;-Undang-UndangNomor14Tahun2008Pasal17hurufedani. lain sehingga merugikan de8a. yang      ditimbulkan      olehpihaklaindanorienta8ikepentinganumumdapattercapdr.

Keputusan  BPD  yang  dihasilkan  melalui -     Undang-Undang  Nomor  6 -     Dapat    merugihan    pro8es -     Menjaga     agar    pro8e8 5 tahun.
rapat yang bersifat tertutup Tahun 2014 tentang Desa; penyusunan kebijakan; penyusunan    kebijaken

-     Undang-Undang Nomor 14 -     Dapat               mengungkap tidck terhanbat;
Tahun    2008    Pasal    17 informasi    yang    menurut -Menjaga informasi yang
huruf i dan j . un clang-undang        lainnyadirahasiakan/tidakbolehdinngkap. menumt            undang-undanglainnyadirchadiakan.

Kajian    pemerintah    dan    berita    acara -    Undang-Undang Nomor43 Berpctensi   munculnya   pihak Lebih           mengedepankan Setelah     kehijakan     diputuskan
pelepasan tanah kas desa Tahun      2009      tentang spemilan     yang     mengambil untuk                kepentingan pemerfutah dan proses eelesal,

Kearsipan;-Pasal17Undang-UndangNomor14Tahun2008hurutedanj. keuntungan. pembangunan,

17. Pengadaan Dokumen         pengadann         barang/j asa -     Undang-Undang Nomor 14 -    Bertentangan             dengan -    Melaksanakan -  Terbuka tefroatas untuk peserta;
barang/jasa pemerintch, terkalt ; Tahun      2008      tentang prinsip-prin8ip    pengadaan pengadaari   barang/jasa -  Sampal  dengan  ditetaphan  oleh

a.     Dokumen    perencanaan    pengadaan Keterbukaan       lnformasi dan etika pengadaan; sesual   dengan   prinsip- yang    berwenang,    kepentingan
barang/j asa          dan          persiapan Publik, Pasal 17 hun]f b, I -    Dapat  menghanbat  proses prinsip   pengadaan   dan pemeriksaan       oleh       pej abat
pengadaan: danj; penyusunan   kebijakan   di etika pengadaan ; berwenang barang/jasa
-     Detail Engineering Design (DED); -    Undang-Undang Nomor 30 bidang                  pengadann -    Memperlancar       proses -  Dapat    menjamin     obyektifitas
-     Engineering  Estimate   (EE)   Detail Tahun      2000      tentang barang/jasa; penyLisunan     kebijakan penilaian/ evaluasi penawaran;

Spesifikasi Tekni8; Rahasia Dagang; -     I,e]ang tidak procedural dan di bidang pengadaan; -  Melindungi dari penyalahgunaan
-     Rincian   Harga   Per]drann   Sendiri -Peraturan presiden Nomor penawaran tidak wajar; -     Bexpotensi data/informasi;

(HPS); 54   Tahuri   2010   tentang -    Mengganggu      kepentingan disalchgunakan        oleh -Menjaga suasana kondusif dafam
-     SoftBuilt Drawing; Pengadaan    Barang    dan perlindungan      hak      atas pihak luar; 1inghagan ken.a;
-    Analisa Harga satuan pekerjaan; Jasa dan Perubahannya; kekayaan intelektual ; -     Menganggu  kepentingcan -  Selama proses pengadaan barang
-     Rencana Kerja; -Peraturan presiden Nomor -    Perlindungan                   dari perlindungan   Hak   ata8 dan ]asa
-    Syarat-syarat                        khusus 16   Tahun   2018   tentang persaingan     usaha     tidak Kekayaan        lntelelrfual

kontrak/SSKK; Pengadaan    Barang/Jasa sehat. (HKI)     dan    persaingan
-    Syarat-syarat                         umum Pemerintah; usaha tidck sehat;

kontrck/SSUK; -    Peraturan phesiden Nomor12Tahun2021tentang -    Menchindari          konflikkepentingan;



-    Benfuk  rancangan  kontrak,  uang Perubahan         Peraturan -    Melindungi  kerahasiaari
muka,     jaminan     uang     muka, Presiden Nomor  16 Tahun dokumen.
jaminan    pelaksanann,    jaminan 2018   tentang  Pengadaan
pemeliharaan,    sertifflcat    garan§i Barang/Jasa Pemerintah ;
dan atau penyesualan harga. -     Keputusan  Menteri  PUPR

b.     Dokumen   persiapan   pemhihan   dan Nomor
pelaksanaan pemilihan : 451/KPTS/M/2017
-     Doloumen      Tender/Seleksi      dan tentang   Daftar   lnformasi

Dofumen Kualifikasi ; yang      Dikecualtkan      di
-     Dokumen    Penawaran,    Doloumen Kementerian PUPR;

Asset Penyedia.; -    Peraturan         Pcmerintah
-     Data                       Peserta/Penyedia Nomor   61    Tahun   2010

B-g/Jasa; tentang           Pelcksanaan
-     Informa8i personil pok).a pemilihan Undang-Undang Nomor 14

Dokumen           Hasil           Evaluasi Tahun       2008      tentang
Penawaran; Keterbukaan        Informasi

-     Hasil    klarifikasi    lapangan    oleh Publik;
polda. -     Peratwran    Kepala    ANRI

c.     Dokumen  pelaksanaari  kontrak  dan Nomor    2    Tahun    2014
serah terima hasil pekep.nan : tentang      Tata      Naskah
-    Dohimen kontrak; Dina8;`
-    Renc-akhir; -    Peraturan  Menteri  Dalam
-     Basic Design; Negeri   Nomor   54   Tahun
-    Tahap   Monitoring   dan   Evaluasi 2009 tentang Tata Naskah

Administrasi,       Cek      Lapangan,CataLtan,Temuan,KesimpulandanRekomendasi.d.Susunankepanitiaanpengadaanbarang/jasamelaluiLPSE;e.Dokeimenpenawaranpenyediajasa;f.Dokumenpendukungpengadaanbarangdanjasa;9.Dokumenlelangdankontrakkerjasamapemerintahdanswasta;h.Dokumenlelangdankontrakkerjasamapemerintahdanswasta;i.ProsesevaluasipengadaanbarangdanI.asa,temasukpenyelesaianprosessanggahhanding. Dinas`

Dokumen penawaran kontrak -     Undang-Undang Nomor l4 Muncul persaingan usaha yang Dapat   menjaga   objetivitas Selama         prose s         pengadaan
Tahun      2008      tentangKeterbukaanInfonnasiPublik,Pasal17hurufb;-KeputusanPresidenNomor80Tahun2003besertaperubahannya. tidck sehat. penilaian. barang/jasa.



Dokumen pengadaari barang dan jasa yang Undang-Undang    Nomor    14 Berisiko                             apabila Akan   menjaga   keamanan Informasi ini hanya boleh diberikan
masih dalam tahap tender Tahun         2 0 08         tentang disalahgunakan     oleh     pihak berkaitan                    dengari kepada  instansi  yang  berwenang

Kcterbukaan            lnformasi yang tidak bertanggung jawab. Persaingan    Usaha    Tidak dan kepada pihak yang benar-benar
Publik. Sehat. ada    kepentingan     khusus     danmengajuhanlangsungkepadaPPIDterkalt.

Rincian   anggaran   proyek   pembangunan Undang-Undang    Nomor    14 Beri8iko                             apabila Akan   menjaga   keamanan Sampai     ada    persetujuan     dari
sekolah. Tahun         2008         tentang disalchgunakan     oleh     pihak Berkaitan                   dengan pejabat yang berwenang.

Keterbukaan             lnfomasiPublik. yang tidak bertanggung jawab. Persaingan    Usaha    TidakSehat

Data kontrak pekeq'aari Undang-Undang    Nomor    14 Persaingan  usaha  yang  tidak Menduloung         objeledfitas Sudah   mendapathan   reviu   dari
Tahun         2008         tentangKeterbukaaninfomasirinblik. sehat. penilalan. APIP

18. Kesehatan Persediaan  farmasi  untuk  kategori  obat Undang-Undang    Nomor    14 Pengefolaan persediaan farmasi Melindungi  rahasia  pribadi Sampal     ada    persetujuan    dari
yang  mengandung  psikotropika  dan/atou Tahun         2008         tentang bica diketahui oleh pihak yang pasien   dan   citra   sarana pejabat yang berwenang.
sejenisnya Keterbukaan lnformasi PublikPasal17hurufi. bemenang, kesehatan.

Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan Undang-Undang    Nomor    14 Dapat      mengun8kap       data Melindungi raha8ia pribadi , Mengikuti jadrmal retensi ar8ip.
sarana pelayanan farmasi Tahun         2008         tentangKcterbukaanInformasiPublikPasal17hurufj. rahasia pribadi.

19. Keuangan Rencana              pelaksanan               tukar Undang-Undang    Nomor    14 Mempengaruhi penataan 8iklus Memudahkan              siklu 8 Sampal   penandatanganan   berita
menukar/ pemindahtanganan           barang Tahun         2008         tentang pengefolaan       barang       dan pengelolaan    barang    dan acara serah tedma.
daerah Keterbukaan             InfomasiPublik,Pasal17hurufeangka3. pendapatan daerch. pendapatan daerah.

Database objek pajak dan retribusi -    Undang-Undang Nomor 14Tahun2008tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufj;-Undang-UndangNomor11Tahun2008dirubahterakhirkalidenganUndang-UndangNomor1Tahun2024tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTran8ak8iElektroniPasal40.



Laporan     Keuangan      Daerah      (laporan -     Undang-Undang Nomor 17 Menghambat           ke suksesan Membantu             mencapai Sampai  dengan  terbitnya  laporan
keuangan yang belum diaudit) Tahun      2003      tentang kebijakan,      karena     adanya keberhasilan    pelaksanaari keuangan yang telah diaudit.

Keuangan   Negara,   Pasal31ayat(1);-Undang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanlnformasiPublik,Pasal17hurufj. pengu ngkapan                  secaraprematur. pembangunan.

Kertas   keria   pemeriksa,    laporan    hasil -     Undang-Undang Nomor 14 MengunBkap     rahasia    obyek Melindungi Terbatas              sampai             ada
pemeriksaan  dan  tindak  lanjutnya,  reviu Tahun      2008      tentang pemeriksaan  dan  pihak-pihak penyalahgunaan oleh pihalc persetujuan/pemberian   izin   dari
1aporan keuangan Keterbu kaan       InfomasiPublik,Pasal17hurufi;-PeraturariMenpanNomorPER/04/M.PAN/03/2008tentangKodaEtikPengawasanlnternPemethtch;-PermendagriNomor28Tahun2007tentangNormaPengawasandanKodeEtikPejabatPengawasPemerintah,LanpiranIBabNomaPelaporanHurufa;-PeraturanKomisiInformasiNomor1Tahun2017tentangPen8klasifikasianInfomasiPublik;-PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentangPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahDaerahPasal23danPasal26;-StandarAAIPIBabStandarKomunikasiPasal4060tentangPendistribusianDokumenAudit. yang terkait di dalamnya. yang tidak berkepentingan. kepala daerch/ Inspektorat.

Rencana   anggaran   pendapatan   belanja -     Undang-Undang Nomor 14 Dikhawatirhan               adanya Menj aga                  informasi Tidck terbatas.
daerah yang belum disahkan Tahun      2008      tentang pemanfcatan/penyalahgunaan mengenai        alat        buldi

Keterbukaan       Informasi infomasi oleh pihak yang tidak pertanggungjawaban
Fublik;-Peraturan         PenerintahNomor61Tahuri2010 bertanggungjawab. keuangan.



tentang           PelaksanaanUndang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanlnformasiPublik;-Undang-UndangNomorl9Tahun2012tentangAPBNyangdiubahdenganUndang-UndangNomor15Tahun2013tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor19Tahun2012.

SPJ beserta alat buldi pertanggungjawaban -     Undang-Undang Nomor 14 Dikhawatirhan                adanya Menj nga                  informasi Permanen,
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun      2008      tentang pemanfantan/penyalahgunaan mengenal        alat        bu]di

Keterbukaan       lnformasi informa8i oleh pinak yang tidak pertangqungjawaban
Publik;-Perafuran         PemerintahNomor61Tahun2010tentangPelcksanaanUndang-UndangNomor14Tahun2008tentangKeterbukaanlnformasiPubHk;-Undang-UndangNomor19Tahun2012tentangAPBNyangdiubahdenganUndang-UndangNomor15Tahun2013tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor19Tahun2012. bertanggungjawab. keuangan.

Rencana   Anggaran    Belanja    (RAE)    dan Undang-Undang    Nomor    14 Berpctensi        disalahgunakan Membantu           kelancamn Tidak terbatas.
gambar      rancang      bangun      kegiatan Tahun         2008         tentang oleh       pihak       yang       tidak pelaksanaan            kegiatan
pembangLinan infrastruktur. Keterbukaan             InformasiPublik. berkepentingan. pembangunan.

Dokumen Perencanaan Undang-Undang    Nomor    14 Berpotensi        disalahgunakan Membamtu           kelancaran Setelah     ditetapkan     oleh     yang
Tahun         2008         tentang oleh       pihak       yang       tidak pelaksanaari            kegiatan bervenang.
Kcterbukaan             lnforma8iPublik. berkepentingan. pembangunan,

Dokumen Penga.wasan Undang-Undang   Nomor    14 Berpotensi        disalahgunakan Membamtu           kelancarari Tidck terbatas.
Tahun         2008         tentang oleh       pihak      yang       tidakberkepentinfan. pelaksanaan           kegiatanpembananan.
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